






 

 

 

 

 

 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim  

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas taufiq dan 

inayah-Nya, alhamdulillah Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 

ini dapat diselesaikan yang merupakan pencerminan kegiatan selama satu tahun 

sebagai realisasi program kerja Pengadilan Agama Bengkayang tahun 2023. 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini menguraikan tentang pelaksanaan tugas 

Pengadilan Agama Bengkayang pada tahun 2023 yang meliputi bidang Yustisial 

(Keadaan Perkara, Penyelesaian Perkara, Capaian Prioritas Nasional), Sumber Daya 

Manusia, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Teknologi 

Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Pengawasan. 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 disusun sebagai deskripsi sekaligus 

sebagai bahan evaluasi dari hasil kerja yang dilaksanakan Pengadilan Agama 

Bengkayang selama satu tahun, baik berkaitan dengan keberhasilan-keberhasilan 

yang dicapai maupun kendala-kendala yang dihadapi serta pemecahannya.  

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini juga dijadikan sebagai tolak ukur rencana 

strategis pelaksanaan tugas ditahun mendatang yang akan lebih mengedepankan 

transparansi Informasi dengan pemanfaatan teknologi didalam mendukung 

Reformasi Birokrasi. Dengan mengusung Motto : Profesional, Religius, Integritas, 

Mandiri dan Akuntabel (PRIMA) Pengadilan Agama Bengkayang terus berbenah 
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A.   GAMBARAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG  

1.  Letak Geografis  

Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di sebelah 

utara Propinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, Kabupaten Bengkayang terletak di 

0°33'00"  Lintang Utara sampai 1°030'00" Lintang Utara dan 108°039'00" Bujur Timur 

sampai 110°010'00" Bujur Timur.  

 

 

Gambar 1.1. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bengkayang 

Secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai 

berikut:  

1.  Sebelah Utara : Kabupaten Sambas dan Serawak (Malaysia Timur)  

2.  Sebelah Selatan : Kabupaten Mempawah (Indonesia)  

3.  Sebelah Timur : Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau (Indonesia)  

4.  Sebelah Barat : Kota Singkawang dan Laut Natuna (Indonesia)  

2.  Luas Wilayah 

Kabupaten Bengkayang memiliki luas 5.396,30 km2  yang terbagi dalam  17 

kecamatan  sebagai berikut :   
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Kecamatan Luas 

(Km2) 

Kelurahan Desa Dusun 

Sungai Raya 75,85 - 5 19 
Capkala 46,35 - 6 11 
Sungai Raya Kep. 394,00 - 5 18 
Samalantan 420,50 - 7 28 
Monterado 291,00 - 11 28 
Lembah Bawang 188,00 - 8 16 
Bengkayang 167,04 2 4 9 
Teriak 231,51 - 18 28 
Sungai Betung 205,95 - 4 12 
Ledo 481,75 - 12 32 
Suti Semarang 280,84 - 8 13 
Lumar 275,21 - 5 14 
Sanggau Ledo 392,50 - 5 17 
Tujuh Belas 221,00 - 4 12 
Seluas 506,50 - 6 24 
Jagoi Babang 655,00 - 6 14 
Siding 563,30 - 8 21 

Jumlah 5 396,30 2 122 316 
Tabel 1.1. Kecamatan Kabupaten Bengkayang 

 

Menurut data pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Bengkayang, jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang berdasarkan 

pemeluk Agamanya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

NO AGAMA JUMLAH % 

1. ISLAM 102.109 35.25 

2. KATOLIK 90.100 31.10 

3. KRISTEN 78.030 26.94 

4. HINDU 272 0.09 

5. BUDDHA 16.388 5.66 

6. KONGHUCU 2.661 0.92 

7. KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME 128 0.04 

JUMLAH 289.688 100 

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama 
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B. KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG 

Pengadilan Agama Bengkayang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang 

diatur dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 

Pengadilan Agama Bengkayang  diresmikan pada tanggal 8 September 2001 dan 

mulai operasional pada tanggal 1 Oktober 2001. Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan 

Agama Bengkayang meliputi seluruh Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari 17 

kecamatan. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat pencari 

keadilan yang beragama Islam di KabupatenBengkayang, Pengadilan Agama Bengkayang 

senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip 

peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 

2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama 

Bengkayang telah menetapkan kebijakan-kebijakan baik dalam manajemen peradilan, 

manajemen kepaniteraan serta manajemen kesekretariatan  yang secara garis besar 

dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Manajemen Peradilan 

Pengembangan sistem manajemen Peradilan dengan mengoptimalkan fungsi-

fungsi manajemen dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, yang selanjutnya dirinci dalam 

program sebagai berikut: 

1. Membuat perencanaan yang matang; 

2. Melakukan pengorganisasian dan pembagian tugas; 

3. Meningkatkan koordinasi antar pejabat baik kepaniteraan maupun 

kesekretariatan dengan mengadakan pertemuan secara rutin; 

4. Melakukan pembinaan SDM secara rutin baik di bidang hukum acara, hukum 

materiil, bidang administrasi kepaniteraan maupun administrasi  

kesekretariatan; 
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5. Melakukan pengawasan jalannya peradilan, pengawasan disiplin pegawai, 

serta pengawasan terhadap tingkah laku aparat peradilan; 

6. Mempertanggungjawabkan kinerja manajemen peradilan. 

b. Manajemen Kepaniteraan 

1. Peningkatan mutu pelayanan kepada para pencari keadilan dengan berusaha 

semaksimal mungkin untuk melaksanakan prinsip peradilan sederhana, cepat, 

dan biaya ringan; 

2. Meningkatkan penyelesaian perkara sehingga menghindari lambatnya 

penyelesaian perkara; 

3. Perbaikan sistem manajemen penanganan perkara untuk meningkatkan 

kecepatan dan efisiensi dalam pencatatan, pemrosesan, pemeriksaan, 

penyelesaian hingga pengarsipan perkara; 

4. Pemberdayaan teknologi informasi dalam efektifitas peningkatan pelayanan 

hukum kepada pencari keadilan melalui website Pengadilan dan efektifitas 

pembinaan administrasi perkara dengan penggunaan Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP) serta Membuat Inovasi yang memudahkan 

masyarakat pengguna layanan melalui berbagai aplikasi diantaranya: 

a. KASIPUAS (Aplikasi Kepuasan Masyarakat), diterapkan sejak 5 Januari 

2020. Merupakan aplikasi survey indeks kepuasan masyarakat secara real 

time, aplikasi berbasis web, aplikasi ini dapat menyajikan survey indekas 

kepuasan masyarakat secara cepat, dan hasilnya dapat dilihat secara 

realtime 

b. SITIRTANA (Sistem Informasi Tata Laksana), diterapkan sejak 10 Janauri 

2020. merupakan aplikasi notifikasi otomatis dan by request melalui 

whatsapp, notifikasi perkara, jadwal sidang, aktacerai, sisa panjar, 

informasi layanan 

c. SIBAYANG (Sistem Informasi PA Bengkaayng), diterapkan sejak 4 Januari 

2021. Merupakan aplikasi sebagai sarana notifikasi kepada Hakim, 

Panitera dan Jurusita untuk memberitahukan jadwal sidang tiga hari 

sebelumnya. selain itu, aplikasi ini merupakan reminder terhadap para 

Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti yang belum 
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mengupload BAS dan Relaasnya ke dalam SIPP sehingga mereka dapat 

lebih disiplin dalam berkinerja. 

d. SILAKAN (Sistem Informasi Arsip Kepaniteraan), diterapkan sejak 6 April 

2021. merupakan aplikasi penataan berkas arsip kepaniteraan untuk 

memudahkan layanan kearsipan dalam mengelola serta temu kembali 

berkas arsip yang diperlukan. 

e. Penambahan fitur Informasi Biaya Perkara pada aplikasi SIBAYANG, 

diterapkan sejak 25 April 2022 Merupakan penambahan fitur notifikasi 

whatsapp bagi Hakim, Panitera Pengganti, dan pihak berperkara (Tergugat 

dan Pemohon) tentang informasi penggunaan panjar perkara 1 (satu) hari 

sebelum persidangan. 

f. Layanan antrian prioritas, diterapkan sejak 7 November 2022 merupakan 

layanan antrian yang berguna untuk memberikan kemudahan bagi 

kelompok rentan untuk mempercepat keperluaan nya, dengan 

mendahulukan kelompok rentan dari pengguna antrian lainnya 

g. Penambahan fitur accessibility for disabilities pada website PA 

Bengkayang, diterapkan sejak 11 November 2022. Merupakan fitur yang 

disematkan pada website resmi Pengadilan Agama Bengkayang agar 

dapat memudahkan pengunjung yang memiliki keterbatasan baik pada 

penglihatan maupun pendengaran. 

h. Penambahan fitur Informasi Mengenai Hak-Hak Perempuan pasca 

perceraian pada aplikasi SITIRTANA, diterpkan sejak 7 November 2022 

merupakan penambahan fitur aplikasi berbasis whatsapp untuk 

memudahkan para pihak dalam mengakses mengenai informasi hak-hak 

perempuan dan anak pasca perceraian. 

i. SIDARE (Sistem Pendaftaran Akun E – Court Perseorangan). Sidare adalah 

aplikasi dalam membantu pihak berperkara untuk memperoleh akun 

pengguna lain dalam proses beracara secara elektronnik di Pengadilan 

Agama Bengkayang. 
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j. PUSAKE (Pusat Layanan Informasi dan Konsultasi Elektronik).  

Pusake adalah sarana aplikasi yang disediakan bagi pihak berperkara dan 

/ atau masyarakat pada umumnya berupa layanan chat dan call center 

berbasis whatsApps, guna memperoleh informasi mengenai eksistensi 

Pengadilan Agama Bengkayang dalam layanan informasi dan seputar 

keperkaraan dalam layanan konsultasi. 

k. SIHISAB (Aplikasi Menghitung Sendiri Angka Biaya Perkara) 

 Sihisab adalah aplikasi yang dapat membantu masyarakat untuk 

mengetahui panjar biaya perkara dalam proses beracara di Pengadilan 

Agama Bengkayang sesuai dengan klasifikasi perkara yang hendak 

didaftarkannya. 

l. BETUA (Buku Tamu Elektronik Terintegrasi Camera). Betua adalah 

aplikasi register elektronik terhadap tamu yang berkunjung di Pengadilan 

Agama Bengkayang. 

m. SIPEDAS (Aplikasi Penginputan Data Saksi). Sipedas adalah aplikasi 

pendataan saksi yang dihadirkan pihak berperkara dalam proses 

pemeriksaan perkaranya di Pengadilan Agama Bengkayang. 

n. SIBAKUM (Sistem Blangko Posbakum).  Sibakum adalah aplikasi yang 

disediakan sebagai sarana petugas Posbakum dalam membuat dokumen 

surat permohonan / surat gugatan yang terintegrasi dengan aplikasi SIPP 

Pengadilan Agama Bengkayang. 

5. Meningkatkan transparansi dan pelayanan akses publik dalam rangka 

pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-

144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan 

Informasi Publik di Pengadilan. 

c. Manajemen Kesekretariatan 

1. Merumuskan sistem peningkatan kinerja pegawai khususnya di bidang 

kesekretariatan yang meliputi bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan 

Pelaporan, Kepegawaian dan Ortala, serta Umum dan Keuangan, 

2. Pemberdayaan teknologi informasi dalam efektifitas peningkatan administrasi 

kepegawaian dan manajemen aset serta tata persuratan dengan SIKEP (Sistem 
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Informasi Kepegawaian) Mahkamah Agung RI, SAPK BKN, Sistem Informasi Cuti 

untuk Kita (SI-CINTA), administrasi keuangan dengan SAKTI (Sistem Aplikasi 

Keuangan Tingkat Instansi), Komdanas, SIMARI, Monev SMART, Monev 

Bappenas RI dan administrasi umum dengan SAKTI, e-SADEWA (electronic State 

Asset Development and Enhancement Work Aplication), e-IPLANS (Electronic 

Integrated Planning System), Aplikasi Tata Persuratan (ATP). 

3. Membuat perencanaan anggaran yang mencakup seluruh kebutuhan 

pengadilan guna efektifitas kinerja pegawai, 

4. Melakukan efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan aturan dan 

melakukan kebijakan penggunaan keuangan sesuai dengan kebutuhan. 

5. Memenuhi seluruh kebutuhan sarana maupun prasarana kantor dengan 

memasukkan dalam usulan RKBMN dan RKAKL. 

6. Membuat langkah-langkah strategis dan melakukan pengawasan melekat agar 

pengadaan gedung kantor dapat berjalan dengan baik. 
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A.  KEADAAN PERKARA 

 Keadaan Perkara Tingkat Pertama 

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Bengkayang dapat menyelesaikan semua 

perkara yang ditangani, dengan demikian tidak terdapat sisa perkara yang harus 

diselesaikan pada tahun 2023. 

Sementara pada tahun 2023 perkara yang diterima sejumlah 224  perkara yang 

terdiri dari 133 perkara gugatan dan 91 perkara permohonan.  

Secara lebih rinci keadaan perkara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 Sisa Tahun 2022 Diterima tahun 2023 

Gugatan 0 Perkara 133 Perkara 

Permohonan 0 Perkara 91 Perkara 

Tabel 2.1. Perkara Yang Ditangani Tahun 2023 

Secara rinci jenis perkara yang diterima tersebut dapat dilihat pada grafik 

dibawah ini: 

 

Gambar 2.1. Grafik Jenis Perkara Diterima Tahun 2023 

Dari grafik tersebut di atas dapat diketahui bahwa perkara yang diterima 

Pengadilan Agama Bengkayang sepanjang tahun 2023 didominasi oleh perkara 

perceraian yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat) yaitu sebanyak 99 perkara atau 

sebesar 44%. Sementara itu selebihnya terbagi dalam perkara cerai talak sebanyak 33 

15%

44%
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perkara, pencabutan hadhanan sebanyak 1 perkara, isbat nikah sebanyak 75 perkara, 

dispensasi kawin sebanyak 14 perkara dan perwalian sebanyak 2 perkara. 

 

 Perkara Yang Diterima Melalui e-Court 

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Bengkayang menerima perkara yang 

didaftarkan secara online melalui aplikasi e-court sejumlah 92 perkara. Dari jumlah 

tersebut yang diajukan oleh pengguna terdaftar (advokat) sebanyak 3 perkara 

sedangkan yang diajukan oleh pengguna lainnya (perseorangan) sebanyak 89 perkara. 

Secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut ini: 

 

Gambar 2.2. Grafik Perkara Yang Diterima Melalui Aplikasi e-Court 

 Klasifikasi Pendaftar Perkara (Pemohon/ Penggugat) Berdasarkan Jenjang 

Pendidikan, Rentang Usia, Asal Kecamatan dan Jenis Pekerjaan 

 Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Jika dilihat dari latar belakang pendidikannya pendaftar perkara yang 

mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bengkayang didominasi oleh pendaftar 

perkara dengan latar belakang pendidikan Sekolah Dasar. Klasifikasi lebih jelas terlihat 

pada diagram di bawah ini: 

3

89

1

48
44

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pengguna
Terdaftar

Pengguna
Lain

e-Litigasi Non e-Litigasi

DITERIMA (92) DICABUT (1) DIPUTUS (92) SISA (0)

IMPLEMENTASI E-COURT DAN E-LITIGASI



  

10 

 

 

Gambar  2.3. Grafik Latar Belakang Pendidikan Pemohon/ Penggugat 

 Berdasarkan Rentang Usia 

Jika dilihat dari rentang usianya pendaftar perkara yang mengajukan 

perkaranya di Pengadilan Agama Bengkayang didominasi oleh pengaju dengan rentang 

usia 26 s.d. 40 tahun yakni sebanyak 52 pendaftar perkara, dengan persentase sebesar 

17%. Klasifikasi lebih rinci terlihat pada diagram di bawah ini: 

 

Gambar 2.4. Grafik  Rentang Usia Pemohon/ Penggugat 

 Berdasarkan Asal Kecamatan 

Jika dilihat dari asal kecamatan pendaftar perkara yang mengajukan perkaranya di 

Pengadilan Agama Bengkayang didominasi oleh pengaju yang berasal dari Kecamatan 

Sungai Raya Kepulauan. Klasifikasi lebih rinci terlihat pada diagram di bawah ini: 
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Gambar 2.5. Grafik  Asal Kecamatan Pemohon/ Penggugat 

 Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Jika dilihat dari jenis pekerjaannya pendaftar perkara yang mengajukan 

perkaranya di Pengadilan Agama Bengkayang didominasi oleh pendaftar perkara 

dengan pekerjaan mengurus rumah tangga yaitu sebanyak 132 orang pendaftar 

perkara. Klasifikasi lebih rinci terlihat pada diagram di bawah ini: 

 

Gambar 2.6. Grafik  Jenis Pekerjaan Pemohon/ Penggugat 

 Keadaan Perkara Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali  

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Bengkayang tidak menerima perkara yang 

dimohonkan Banding,  Kasasi maupun Peninjauan Kembali. 
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 Upaya Hukum Verzet 

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Bengkayang tidak menerima perkara yang 

dimohonkan verzet. 

 Pelaksanaan Eksekusi Putusan 

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Bengkayang tidak menerima perkara yang 

dimohonkan eksekusi. 

 

B. Penyelesaian Perkara  

 Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus 

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Bengkayang telah menyelesaikan semua 

perkara yang ditangani. Dengan demikian tidak ada sisa perkara yang harus 

diselesaikan pada tahun 2024. 

Dari 224 perkara yang diterima, Pengadilan Agama Bengkayang berhasil 

menyelesaikan sebanyak 224 perkara pula, sehingga pada tahun 2023 tidak terdapat 

sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun 2024 mendatang. 

Adapun keadaan perkara tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Sisa Tahun 
2022 

Terima 
Tahun 2023 

Jumlah Diputus 
Tahun 2023 

Sisa Tahun 
2023 

Tingkat Penyelesaian 
Perkara 

0 224 224 224 0 100% 

Tabel 2.2.  Keadaan Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2023 

Sedangkan persentase rasio penanganan perkara Pengadilan Agama 

Bengkayang pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sebagaimana 

gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 2.7. Rasio Penangan Perkara Pada Aplikasi SIPP 
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Secara rinci jenis putusan tersebut sebagaimana grafik dibawah ini: 

 

Gambar 2.8. Grafik Rekapitulasi Jenis Putusan Tahun 2023 

  Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu 

Pengadilan Agama Bengkayang pada tahun 2023 menangani sebanyak 224 

perkara yang terdiri dari 133 perkara gugatan dan 91 perkara permohonan.  

Dari total jumlah perkara tersebut semuanya diputus tidak lebih dari 5 (lima) 

bulan, sehingga semua perkara tersebut diputus tepat waktu sesuai dengan SEMA 

Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan penyelesaian perkara pada tingkat pertama 

paling lambat 5 (lima) bulan. Bahkan dari 224 perkara yang telah diselesaikan pada 

tahun 2023, terdapat sebanyak 214 perkara diselesaikan dalam waktu 1 bulan. 

Klasifikasi waktu penyelesaian perkara teresebut secara rinci dapat dilihat pada grafik 

dibawah ini:

 

Gambar 2.9. Grafik Tingkat Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2023 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat penyelesaian perkara tepat 

waktu pada Pengadilan Agama Bengkayang persentasenya mencapai 100%, dengan 

didominasi oleh penyelesaian perkara dalam 1 bulan yaitu sebanyak 214 perkara atau 

sebesar 95,54%. 

 Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK 

Dari total perkara yang diputus tahun 2023 yaitu sebanyak 133 perkara tidak 

mengajukan upaya hukum Banding, dan sebanyak 224 perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum Kasasi maupun Peninjauan Kembali. Sebagaimana tabel di bawah ini: 

Jumlah Perkara Putus Jumlah Perkara Upaya Hukum 

Gugatan Permohonan Banding Tidak 
Banding 

Kasasi Tidak 
Kasasi 

PK Tidak PK 

133 91 0 133 0 224 0 224 

Tabel 2.3.  Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,  
Kasasi dan Peninjauan Kembali Tahun 2023 

 
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pihak yang mengajukan 

upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali terhadap putusan 

pengadilan Agama Bengkayang dengan persentase sebesar 100%. 

 Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi 

Jumlah perkara Pengadilan Agama Bengkayang yang dimediasi pada tahun 2023 

sebanyak 25 perkara, semua telah selesai dan dilaporkan pada Hakim Pemeriksa 

perkara. Adapun secara rinci keberhasilannya dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 

Gambar 2.10. Grafik  Persentase Penanganan Perkara  
Melalui Mediasi Tahun 2023 
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Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase keberhasilan 

penanganan perkara melalui mediasi pada Pengadilan Agama Bengkayang yaitu 16% 

berhasil dengan pencabutan dan 80% berhasil sebagian. 

 Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi 

Pengadilan Agama Bengkayang pada Tahun 2022 tidak menerima perkara anak 

yang berhasil melalui diversi karena perkara ini merupakan kewenangan peradilan 

umum dan mahkamah syariah di Aceh. 

 Publikasi Putusan (One Day Publish) 

Sebagai implementasi terhadap keterbukaan informasi di pengadilan dan 

dalam rangka mendukung program prioritas Badan Peradilan Agama Mahkamah 

Agung RI terhadap publikasi putusan dalam satu hari (one day publish), maka sesaat 

setelah putusan/ penetapan yang telah dibacakan oleh Hakim Pemeriksa Perkara 

Pengadilan Agama Bengkayang dipublish melalui portal Direktori Putusan Mahkamah 

Agung RI dengan alamat https:// https://putusan3.mahkamahagung.go.id. 

Dari 224 pekara yang telah diselesaikan, pada tahun 2023 Pengadilan Agama 

Bengkayang telah mempublish 224 putusan/ penetapan, sebagaimana grafik dibawah 

ini:  

 

Gambar 2.11. Grafik  Publikasi Putusan (One Day Publish) Tahun 2023 
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 Minutasi Satu Hari (One Day Minutation) 

Minutasi merupakan pengaslian berkas perkara yang disidangkan untuk 

selanjutnya menjadi arsip perkara. Minutasi berkas perkara selambat-lambatnya 14 

hari sejak putusan diucapkan.  

Dalam rangka mendukung program prioritas Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI berupa minutasi dalam satu hari (one day minutation), Dari 224 

perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Bengkayang telah meminutasi 224 berkas 

perkara dalam waktu 1 hari, sebagaimana grafik berikut: 

 
Gambar 2.12. Grafik Perkara Yang Diminutasi Dalam 1 Hari  

(One Day Minutation) Tahun 2023 

 Akta Cerai 

Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Bengkayang telah menerbitkan sebanyak 

113 rangkap akta cerai atau sejumlah 226 akta untuk pihak Pemohon/ Penggugat dan 

Termohon/ Tergugat. Dari 226 akta cerai tersebut sebanyak 121 akta cerai yang telah 

diambil oleh pihak beperkara, sedangkan 105 akta cerai yang belum diambil akan 

diserahkan pada tahun berikutnya, adapun data pengelolaan akta cerai tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

No. 

Jumlah Akta Cerai Keterangan (Sisa Akta 
Cerai 2023 Yang Belum 

Diambil) 
Yang 

Diterbitkan 
Untuk  Pihak 

Beperkara 
Yang Telah 

Diambil 

1 113 
Rangkap 

226 Akta 121 Akta 105 Akta 

Tabel  2.4. Pengelolaan Akta Cerai Tahun 2023 

224

224

224

0 50 100 150 200 250

Waktu Minutasi 1 Hari

Minutasi

Putusan



 

  17 

 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian 

Dari 113 peristiwa perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bengkayang 

dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut: 

 
Gambar 2.13. Grafik Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2023 

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa perselisihan dan pertengkaran secara 

menerus mendominasi faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu sejumlah 77 

perkara atau sebesar 68%. 

 Kearsipan Perkara 

Dari 224 berkas perkara yang telah putus dan diminutasi, semua telah 

dilaksanakan proses scanning (alih media) berkas perkara. Pada tahun 2023 sebanyak 

217 berkas perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), sedangkan 7 berkas 

lainnya masih dalam pengolaan Panitera Muda Gugatan dan Permohonan. Secara rinci 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Jumlah Perkara 
Putusan Minutasi Berkas Perkara 

Yang 
Dialihmediakan 

Berkas Perkara 
BHT dan 

Terlaksana 
Ikrar Talaknya 

Berkas 
Perkara In-

Aktif 
(Diserahkan 
ke Panmud 

Hukum) 

Berkas 
Perkara 
Belum 

BHT 

1 2 3 4 5 6 

224 224 224 217 217 7 
Tabel  2.5. Keadaan Arsip Berkas Perkara Tahun 2023 
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 Keuangan Perkara 

Adapun kondisi keuangan biaya perkara sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 

2023 mengalami peningkatan kuantitas seiring dengan peningkatan jumlah perkara 

yang diterima dan diputus, dengan perincian sebagai berikut: 

 
 

Tabel 2.6. Keadaan Keuangan Perkara Sampai Dengan 31 Desember 2023 

 

C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL 

 POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) 

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bengkayang 

merupakan salah satu fasilitas yang disediakan untuk membantu para pihak dalam 
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membuat surat gugatan atau permohonan. Dalam membuat surat gugatan atau 

permohonan tersebut pihak beperkara tidak dipungut biaya sedikitpun (gratis). 

Pengadilan Agama Bengkayang dalam memberikan fasilitas layanan 

posbakum bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) 

Sambas. Kerja sama yang diikat dengan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu 

nomor W14-A8/1891/KU.01/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 tersebut 

dimaksudkan untuk merealisasikan anggaran yang telah diberikan oleh Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tahun 2023 dengan pagu 

sejumlah Rp40.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan target volume 

sebanyak 400 jam pelayanan, 250 orang dan 87 perkara. 

Adapun perbandingan antara target dan realisasi output pelaksanaan pos 

bantuan hukum tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 
Gambar 2.14. Grafik Perbandingan Antara Realisasi dan Target  

Pelaksanaan Posbakum Tahun 2023 

Dari data di atas terlihat bahwa Pengadilan Agama Bengkayang berhasil 

mencapai target jam pelayanan dan jumlah orang yang dilayani serta melakukan 

penyerapan anggaran sebesar 100%, dengan output jumlah perkara melebihi target 

yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 244%. 
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 SIDANG KELILING / TERPADU 

Dengan mempertimbangkan hakekat dari fungsi kekuasaan kehakiman 

sebagaimana ditegaskan oleh UUD 1945 dan mengingat permasalahan serta 

tantangan yang kini dihadapi, maka segala upaya pembaruan fungsi teknis badan 

peradilan harus menjamin terwujudnya: “Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman 

secara independen, efektif, dan berkeadilan”. Demikianlah komitmen Mahkamah 

Agung RI yang termaktub dalam Buku Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035, 

Bab IV Arahan Pembaruan Fungsi Teknis Dan Manajemen Perkara, halaman 25. 

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas. maka salah satu 

program utama dari empat program utama yang perlu dilakukan adalah “Penguatan 

Akses pada Pengadilan”, sebuah program yang bertujuan “Memberi kemudahan 

akses fisik kepada pencari keadilan” dan “Meringankan beban biaya berperkara 

untuk masyarakat miskin”. 

Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam penguatan akses 

pada pengadilan tersebut, selain “Penyediaan Bantuan Hukum Pro Bono bagi 

Masyarakat yang memerlukannya”, adalah juga perlunya “Meningkatkan Efektivitas 

Sidang Keliling”. 

Pada program penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung tersebut 

Pengadilan Agama Bengkayang mendapat anggaran yang diperoleh dari Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta 

rupiah) dengan target penyelesaian sebanyak 72 perkara. 

Dari jumlah pagu dan target pelaksanaan kegiatan sidang keliling tersebut 

Pengadilan Agama Bengkayang berhasil merealisasikan secara keseluruhan anggaran 

yang diberikan dengan capaian jumlah perkara melewati target yang ditetapkan, 

yaitu sebanyak 105 perkara, bahkan surplus sebanyak 33 perkara dari target yang 

telah ditetapkan. 

Adapun perbandingan antara target dan realisasi output pelaksanaan sidang 

keliling Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 
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Gambar 2.16. Grafik  Perbandingan Antara Target dan Realisasi  

Pelaksanaan Sidang Keliling Tahun 2023 

Sedangkan untuk pelaksanaan program sidang keliling layanan terpadu, 

Pengadilan Agama Bengkayang pada tahun 2023 tidak memperoleh pagu anggaran 

dengan demikian pelaksanaan kegiatan tersebut belum dapat direalisasikan. 

 PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA) 

Setiap tahunnya, Pengadilan Agama Bengkayang mendapat alokasi anggaran 

untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) bagi masyarakat yang kurang mampu di 

wilayah Kabupaten Bengkayang.  Untuk tahun 2023 anggaran yang diberikan oleh 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas 

juta rupiah).  

Dari jumlah anggaran yang diterima tersebut, jumlah perkara prodeo yang 

dilayani di Pengadilan Agama Bengkayang sebanyak 32 perkara dari 15 perkara yang 

ditargetkan. Adapun perbandingan antara target dan realisasi output pelaksanaan 

perkara prodeo Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 
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Gambar  2.17. Grafik Perbandingan Antara Target dan Realisasi  

Pelaksanaan Perkara Prodeo Tahun 2023 

Dari grafik di atas terlihat bahwa Pengadilan Agama Bengkayang berhasil 

merealisasikan secara keseluruhan anggaran yang diberikan dengan capaian jumlah 

perkara melewati target yang ditetapkan yaitu sebanyak 32 perkara, 31 perkara 

diantaranya menggunakan anggaran prodeo DIPA, sedangkan 1 lainnya dengan 

anggaran non DIPA. 
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Pengembangan pada aspek manajemen pelayanan, harus disertai dengan dukungan 

aspek manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), tanpa dukungan ini reformasi manajemen 

pelayanan mustahil dapat diimplementasikan secara baik.  

Pengadilan Agama Bengkayang agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik 

dan sesuai dengan yang diharapkan, maka selain ditunjang dan didukung oleh sarana dan 

prasarana yang memadai, maka perlu pula dilengkapi dan didukung oleh sumber daya manusia 

yang berkualitas dan kuantitas yang mencukupi, serta sumber daya manusia yang benar-benar 

mempunyai integritas dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya.  

A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA  

Sampai dengan akhir Desember 2023, terhitung sumber daya manusia pada 

Pengadilan Agama Bengkayang berjumlah 15 Orang, terdiri dari : 

NO. SATUAN KERJA JABATAN JUMLAH 

1 Pengadilan Agama 
Bengkayang 

Ketua  1 Orang 

Wakil Ketua  1 Orang 

Hakim 1 Orang 

Panitera 1 Orang 

Wakil Panitera  Nihil  

Panitera Muda Permohonan 1 Orang  

Panitera Muda Gugatan 1 Orang  

Panitera Muda Hukum 1 Orang  

Panitera Pengganti Nihil 

Juru Sita 1 Orang  

Juru Sita Pengganti Nihil   

Sekretaris 1 Orang  

Kasubbag. Umum dan Keuangan  1 Orang  

Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata 
Laksana 

Nihil  

Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Nihil 

Analis Perkara Peradilan 1 Orang  

Arsiparis Terampil/Pelaksana  1 Orang  

PNS/Calon Hakim 2 Orang 

Pengelola Perkara 1 Orang 

 

Tabel.3.1. Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2023 
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Jumlah sumber daya manusia tersebut, dapat diperinci berdasarkan :  

a) Kepangkatan / Golongan Ruang  

NO. SATUAN KERJA PANGKAT/GOLONGAN RUANG JUMLAH 

1 Pengadilan Agama 

Bengkayang 

Pengatur Muda (II/a) NIHIL 

Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIHIL  

Pengatur (II/c) 2 Orang 

Pengatur Tk. I (II/d) 0 Orang 

Penata Muda (III/a) 4 Orang 

Penata Muda Tk. I (III/b) 3 Orang 

Penata (III/c) 1 Orang  

Penata Tk. I (III/d) 4 Orang 

Pembina (IV/a) 1 Orang  

Pembina Tk. I (IV/b) NIHIL  

Pembina Utama Muda (IV/c) NIHIL  

Pembina Utama Madya (IV/d) NIHIL  

Pembina Utama (IV/e) NIHIL  

Tabel 3.2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2023 

 

b) Tingkat Pendidikan  

NO. SATUAN KERJA URAIAN JUMLAH 

1 Pengadilan Agama 

Bengkayang 

Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama  

NIHIL 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas  1 Orang  

Diploma-3 (D3) 3 Orang 

Strata-1 (S-1) 9 Orang 

Strata-2 (S-2) 2 Orang 

Strata-3 (S-3) NIHIL  

Tabel  3.3. Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 

 

B. REKRUITMEN 

Tahun 2023, Pengadilan Agama Bengkayang tidak mendapat tambahan Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS). 

C. MUTASI  

1. Mutasi Masuk  

Pada tahun 2023, terdapat pegawai pada Pengadilan Agama Bengkayang yang 

dimutasi masuk berdasarkan hasil rapat TPM Badilag Mahkamah Agung RI. Data 

mutasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :  
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NO. NAMA 
JABATAN 

LAMA/ SATKER 
JABATAN BARU 
/ TMT MUTASI 

1 Iliyansyah, S.E.I.  Panitera Muda 
Permohonan PA 
Sanggau  
 

Panitera Muda Gugatan PA 
Bengkayang, sesuai dengan SK  
Nomor : 
1034/DJA/KP.04.6/SK/3/2023 

Tabel  3.4. Data Mutasi Masuk pada Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2023 

 

2. Mutasi Keluar  

Tahun 2023, terdapat pegawai pada Pengadilan Agama Bengkayang yang dimutasi 

berdasarkan hasil rapat TPM Badilag Mahkamah Agung RI. Data mutasi tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut :  

NO. NAMA JABATAN LAMA/ 
SATKER 

JABATAN BARU 
/ TMT MUTASI 

1 Yuni Syahbani, 
S.H.I.  

Panitera Muda 
Gugatan PA 
Bengkayang 

Panitera Muda Permomohan PA 
Singkawang, sesuai dengan SK  
Nomor: 1033/DJA/KP.04.6/SK/3/2023 

2 Yudhi Septiandy, 
S.T.  

Kasubbag. PTIP PA 
Bengkayang  
 
 

Kasubbag. PTIP PA Sambas, sesuai 
dengan SK  
Nomor : 473/SEK/Kp.I/SK/IV/2023 

Tabel  3.5. Data Mutasi Keluar Pegawai Pada Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2023 

 

3. Mutasi Kepangkatan 

NO NAMA PERIODE PANGKAT LAMA PANGKAT BARU 

1 Yuni Syahbani, S.H.I. April 2023 Penata Muda Tk. I   / 
(III/b) 

Penata / (III/c) 

2 Yudhi Septiandy, S.T.  April 2023 Penata Muda Tk. I / 
(III/b) 

Penata / (III/c) 

3 Dodi Somawijaya, A.Md.   April 2023 Penata Muda / 
(III/a) 

Penata Muda Tk. I 
/ (III/b) 

Tabel  3.6. Data Mutasi Kepangkatan Pegawai pada Pengadilan Agama Bengkayang  

 

4. Mutasi Kenaikan Gaji Berkala  

Data kenaikan gaji berkala hakim dan pegawai pada Pengadilan Agama Bengkayang 

Periode Maret dan Desember 2023 adalah sebagai berikut : 

NO NAMA JABATAN PERIODE 
MASA KERJA 

TERAKHIR 

1 Akmal, S.Ag. Panitera   1 Maret 2023 24 Tahun  
0 bulan 



 

26 

2 Ali   Kasubbag. 
Kepegawaian & 
Ortala   

1 Maret 2023 58 Tahun 
0 bulan 

3. Miftahul Arwani, S.H.I.  Wakil Ketua 1 Desember 
2023 

14 Tahun 
0 bulan 

4. Riki Dian Saputra, 
S.H.I.   

Hakim  1 Desember 
2023 

06 Tahun 0 
bulan 

Tabel  3.7. Data Mutasi Kenaikan Gaji Berkala Pada Pengadilan Agama Bengkayang 

 

D. PROMOSI  

Berkaitan dengan promosi jabatan yang ada pada Pengadilan Agama Bengkayang 

Tahun 2022, berikut ini merupakan tabel data pegawai yang mendapat promosi 

jabatan : 

 

NO. NAMA JABATAN LAMA/ 
SATKER 

JABATAN BARU 
SATUAN KERJA / TMT MUTASI 

1 Yudhi Septiandy, 
S.T.  

Kasubbag. PTIP PA 
Bengkayang  

Kasubbag. PTIP PA Sambas, 
sesuai / 15-05-2023 

Tabel  3.8. Data Promosi Pegawai Pada Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2023 

 

E. PENSIUN  

Dalam periode tahun 2023 ini, ada pegawai Pengadilan Agama Bengkayang yang 

pensiun, data pegawai yang pensiun adalah sebagai berikut :  

NO. NAMA JABATAN / SATKER NOMOR SK /TMT PENSIUN 

1 Ali  Kasubbag. 
Kepegawaian & Ortala 
PA Bengkayang  

                 SK NO : 
00102/13001/AZ/02/23  
TMT Tgl. 01 Juni 2023 
 

Tabel  3.9  Data Pegawai Pensiun Pada Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2023 

 

F. DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)  

1. Data sumber daya manusia teknis (Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat 

Kejurusitaan) Pengadilan Agama Bengkayang yang telah mengikuti 

diklat/bimtek/FGD/Workshop pada tahun 2023, adalah sebagai berikut : 

 

NO NAMA 
DIKLAT/BIMTEK/FGD/WORKSHOP YANG 

DIIKUTI 

WAKTU 
(MULAI-
SELESAI) 

TEMPAT 

1 Sobari, S.H.I. Bimbingan Teknis Peningkatan 
Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan 
Agama "Legal Reasoning dalam Putusan 
Hakim" 

25 Agustus 
2023 

Kantor 
(Zoom 
Meeting) 
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  Bimbingan Teknis Peningkatan 
Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan 
Agama "Permasalahan Wakaf" 

22 
September 

2023 

Kantor 
(Zoom 
Meeting) 

  Bimbingan Teknis Peningkatan 
Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan 
Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan 
yang Berkeadilan" 

27 Oktober 
2023 

Kantor 
(Zoom 
Meeting) 

  Bimbingan Teknis Peningkatan 
Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan 
Agama "Problematika Eksekusi di 
Pengadilan Agama" 

24 
November 

2023 

Kantor 
(Zoom 
Meeting) 

  “Optimalisasi Peran Fiqih Waris Islam 
Dalam Hukum Nasional: Studi 
Komprehensif atas Kedudukan Wasiat 
Wajibah & Ahli Waris Pengganti Dalam 
Masyarakat Pluralis-Modernis” 

30 
November 

2023 

 Offline (PTA 
Pontianak) 

2 Miftahul Arwani, 
S.H.I. 

Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi 
Syariah 

7 Maret 
2023 

Hybrid 
(Oflline dan 
Online)  

  Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Waris 
31 Maret 

2023 

Hybrid 
(Offline dan 
Online)  

  Bimbingan Teknis Peningkatan 
Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan 
Agama "Legal Reasoning dalam Putusan 
Hakim" 

25 Agustus 
2023 

Daring Via 
Online (PA 
Bengkayang) 

  Bimbingan Teknis Peningkatan 
Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan 
Agama "Permasalahan Wakaf" 

22 
September 

2023 

Daring Via 
Online (PA 
Bengkayang) 

  Bimbingan Teknis Peningkatan 
Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan 
Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan 
yang Berkeadilan" 

27 Oktober 
2023 

Daring Via 
Online (PA 
Bengkayang) 

  Bimbingan Teknis Peningkatan 
Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan 
Agama "Problematika Eksekusi di 
Pengadilan Agama" 

24 
November 

2023 

Kantor 
(Zoom 
Meeting) 

  “Optimalisasi Peran Fiqih Waris Islam 
Dalam Hukum Nasional: Studi 
Komprehensif atas Kedudukan Wasiat 
Wajibah & Ahli Waris Pengganti Dalam 
Masyarakat Pluralis-Modernis” 

30 
November 

2023 

 Offline (PTA 
Pontianak) 

3 Riki DIan Saputra, 
S.H.I. 

Bimbingan Teknis Peningkatan 
Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan 
Agama "Legal Reasoning dalam Putusan 
Hakim" 

25 Agustus 
2023 

Daring Via 
Online (PA 
Bengkayang) 

  Bimbingan Teknis Peningkatan 
Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan 
Agama "Permasalahan Wakaf" 

22 
September 

2023 

Daring Via 
Online (PA 
Bengkayang) 
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  “Optimalisasi Peran Fiqih Waris Islam 
Dalam Hukum Nasional: Studi 
Komprehensif atas Kedudukan Wasiat 
Wajibah & Ahli Waris Pengganti Dalam 
Masyarakat Pluralis-Modernis” 

30 
November 

2023 

 Offline (PTA 
Pontianak) 

4 Syarif Firdaus, S.H.I Bimbingan Teknis Peningkatan 
Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan 
Agama "Legal Reasoning dalam Putusan 
Hakim" 

25 Agustus 
2023 

Daring Via 
Online (PA 
Bengkayang) 

  Bimbingan Teknis Peningkatan 
Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan 
Agama "Permasalahan Wakaf" 

22 
September 

2023 

Daring Via 
Online (PA 
Bengkayang) 

  Bimbingan Teknis Peningkatan 
Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan 
Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan 
yang Berkeadilan" 

27 Oktober 
2023 

Daring Via 
Online (PA 
Bengkayang) 

  Bimbingan Teknis Peningkatan 
Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan 
Agama "Problematika Eksekusi di 
Pengadilan Agama" 

24 
November 

2023 

Daring Via 
Online (PA 
Bengkayang) 

5 Muhammad Nur, S.H., 
M.H. 

Bimbingan Teknis Peningkatan 
Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan 
Agama "Legal Reasoning dalam Putusan 
Hakim" 

25 Agustus 
2023 

Daring Via 
Online (PA 
Bengkayang) 

  Bimbingan Teknis Peningkatan 
Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan 
Agama "Permasalahan Wakaf" 

22 
September 

2023 

Daring Via 
Online (PA 
Bengkayang) 

  Bimbingan Teknis Peningkatan 
Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan 
Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan 
yang Berkeadilan" 

27 Oktober 
2023 

Daring Via 
Online (PA 
Bengkayang) 

  Bimbingan Teknis Peningkatan 
Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan 
Agama "Problematika Eksekusi di 
Pengadilan Agama" 

24 
November 

2023 

Daring Via 
Online (PA 
Bengkayang) 

Tabel  3.10. Diklat Yang Diikuti Tenaga Teknis PA Bengkayang selama tahun 2023 

2. Data sumber daya manusia non teknis (Pejabat Kesekretariatan, PNS/Cakim, Staf, 

dan CPNS) Pengadilan Agama Bengkayang yang telah mengikuti 

diklat/bimtek/FGD/Workshop pada tahun 2023, adalah sebagai berikut : 

 

NO NAMA 
DIKLAT/BIMTEK/FGD/

WORKSHOP YANG 
DIIKUTI 

WAKTU 
(MULAI-SELESAI) 

TEMPAT 

1 Hendra Tirtana, S.H.I., M.A. Diklat Manajemen BMN 20 Januari 2022  Offline (Jakarta) 

  Bimtek Perencanaan 
Anggaran dan Keuangan 

20 November 
2023 s/d 22 
November 2023 

Offline (PTA 
Pontianak) 
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2 Dodi Somawijaya, A.Md. Diklat Bendahara 
Penerimaan  

22 Mei 2023 Online 

  Pengendalian Intern 
atas Pelaporan 
Keuangan (PIPK) 

22 Mei 2023 Online 

  Pengendalian Intern 
atas Pelaporan 
Keuangan (PIPK) 

12 Apr 2023 Online 

  Pengendalian Intern 
atas Pelaporan 
Keuangan (PIPK) 

7 Apr 2023 Online 

  Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah 
Terintegrasi 

31 Mar 2023 Online 

  Leader As A Coach 21 Mar 2023 Online 

  Pengendalian Intern 
atas Pelaporan 
Keuangan (PIPK) 

23 Feb 2023 Online 

  Diklat Teknis 
Manajemen ASN 

14 Feb 2023 Online 

  Berpikir Kreatif dan 
Inovatif 

13 Feb 2023 Online 

  Berpikir Kreatif dan 
Inovatif 

12 Feb 2023 Online 

  Pengendalian Intern 
atas Pelaporan 
Keuangan (PIPK) 

31 Jan 2023 Online 

  Penyelenggaraan 
Reformasi Birokrasi 

4 Jan 2023 Online 

  Bimtek Perencanaan 
Anggaran dan 
Keuangan Sewilayah 
PTA Pontianak 

20 November 
2023 s/d 22 
November 2023 

Offline (PTA 
Pontianak) 

3 Wahyu Indradinata E-Learning 
Penyegaran Pejabat 
Penandatangan Surat 
Perintah Membayar 
(PPSPM) 

18 s.d 22 
September 2023 

Online (Balai 
Diklat 
Keuangan 
(BDK) Medan) 

4 Suci Lestari, A.Md.Lib. Diklat Bendahara 
Penerimaan  

22 Mei 2023 Online 

  Diklat Pengelola 
Barang dan Jasa  

08 Mei 2023 s/d 
17 Mei 2023 

Online 

  Bimtek Kepegawaian 
dan Ortala sewilayah 
PTA Pontianak 

22 November 
2023 s.d. 24 
November 2023 

 Offline 
(BPSDM 
Pontianak) 

     

Tabel  3.11 Diklat Yang Diikuti Tenaga Non-Teknis PA Bengkayang selama tahun 2023 
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A. PENGELOLAAN KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN TEKNIS DAN NON TEKNIS) 
 

1. Alokasi Pagu Anggaran 

Pada tahun anggaran 2023 Pengadilan Agama Bengkayang menerima dan mengelola 

anggaran DIPA dengan Nomor SP DIPA-005.01.2.632039/2022 tanggal 30 November 2022. 

sebesar Rp16.629.467.000,- (enam belas miliar enam ratus dua puluh sembilan juta empat 

ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari pagu anggaran DIPA Bagian Anggaran 01 

(Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) yang terdiri dari belanja pegawai. belanja 

barang dan belanja modal. Terdapat 8 kali revisi terhadap pagu DIPA BA 01 dengan posisi pagu 

terakhir sebesar sebesar Rp14.156.047.000,- (empat belas miliar seratus lima puluh enam juta 

empat puluh tujuh ribu rupiah).  Untuk lebih jelas riwayat revisi dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

NO. Tgl. Revisi dan Digital Stamp 
Jenis 

Belanja 
Pagu 
(Rp) 

Keterangan 

1. DIPA Awal 
DS:1094-0901-3705-0103 
tanggal 30 November 2022 

Pegawai 1.848.703.000  

Barang 1.019.200.000 

Modal 13.761.564.000  

2. Revisi ke 01  
tanggal 28 Desember 2022 
DS:5860-2670-2642-1807 

Pegawai 1.848.703.000 Automatic Adjustment tidak 
dapat dicairkan belanja modal 
sebesar Rp5.011.554.000.- 

Barang 1.019.200.000 

Modal 13.761.564.000  

3. Revisi ke 02  
tanggal 16 Februari 2023 
DS:5860-2670-2642-1807 

Pegawai 1.848.703.000 Revisi Halaman III Rencana 
Penarikan Dana dan Perkiraan 
Penerimaan 

Barang 1.019.200.000 

Modal 13.761.564.000  

4. Revisi ke 03  
tanggal 18 April 2023 
DS:5860-2670-2642-1807 

Pegawai 1.848.703.000 Revisi Halaman III Rencana 
Penarikan Dana dan Perkiraan 
Penerimaan 

Barang 1.019.200.000 

Modal 13.761.564.000  

5. Revisi ke 04 
tanggal 14 Juli 2023 
DS:5860-2670-2642-1807 

Pegawai 1.848.703.000 Revisi Halaman III Rencana 
Penarikan Dana dan Perkiraan 
Penerimaan 

Barang 1.019.200.000 

Modal 13.761.564.000  

6. Revisi ke 05 
tanggal 01 September 2023 
DS:4158-7963-3085-8862 

Pegawai 1.848.703.000 Automatic Adjustment buka 
blokir belanja modal Barang 1.019.200.000 

Modal 11.288.144.000 

7. Revisi ke 06 
tanggal 04 Oktober 2023 
DS:4158-7963-3085-8862 

Pegawai 1.848.703.000 Revisi Halaman III Rencana 
Penarikan Dana dan Perkiraan 
Penerimaan 

Barang 1.019.200.000 

Modal 11.288.144.000 

8. Revisi ke 07  
tanggal 15 November 2023 
DS:4158-7963-3085-8862 

Pegawai 1.848.703.000 Revisi POK  

Barang 1.019.200.000 

Modal 11.288.144.000 

9. Revisi ke 08  
tanggal 23 November 2023 
DS:4158-7963-3085-8862 

Pegawai 1.848.703.000 Revisi POK dan Optimalisasi 
Anggaran Sisa Belanja Modal Barang 1.019.200.000 

Modal 11.288.144.000 

TOTAL PAGU AKHIR 14.156.047.000  

Tabel 4.1 - Pagu Anggaran DIPA BA 01 
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Gambar 4.1 - Grafik Persentase Pagu Anggaran DIPA BA 01 

 

Untuk pagu anggaran DIPA Bagian Anggaran 04 dengan Nomor SP DIPA-

05.01.2.632039/2023 tanggal 30 November 2022 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI). alokasi yang diberikan untuk Pengadilan Agama Bengkayang sebesar 

Rp109.000.000,-(seratus sembilan juta rupiah). Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

No. DIPA Tgl. DIPA BA Uraian Kegiatan Pagu 

(Rp) 

Pagu Setelah 

Revisi (Rp) 

SP DIPA - 005. 

04.2.632040/2023 

30 Nov 2022 04 Prodeo 

Sidang Keliling 

Posbakum 

15.000.000 

54.000.000 

40.000.000 

15.000.000 

54.000.000 

40.000.000 

TOTAL PAGU 109.000.000 109.000.000 

 

Tabel 4.2 - Pagu Anggaran DIPA BA 04 

 

13%

7%

80%

Persentase Pagu Anggaran BA 01 Tahun 2023

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
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Gambar 4.2 - Grafik Persentase Pagu Anggaran DIPA BA 04 

 

2. Pelaksanaan Anggaran 

a. Program Dukungan Manajemen Non Operasional 

Belanja Jasa dan Belanja Barang  

Pagu belanja barang non operasional sebesar Rp6.585.000,- (enam juta lima ratus 

delapan puluh lima ribu rupiah) untuk belanja keperluan Inventaris Perkantoran 

Rincian pagu belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Kode 
Akun 

Uraian Belanja 
Pagu 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Sisa 
(Rp) 

521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 6.585.000 6.582.999 2.001 

TOTAL 6.585.000 6.582.999 2.001 

Tabel 4.3 - Rincian Pagu Belanja Barang Non Operasional 

14%

49%

37%

Persentase Pagu BA 04 Tahun 2023

Prodeo Sidang Keliling Posbakum
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b. Program Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 

Badan Urusan Administrasi 

1) Belanja Pegawai 

Pagu belanja pegawai hasil revisi terakhir DIPA BA 01 Pengadilan Agama Bengkayang 

TA 2023 adalah sebesar Rp1.848.703.000,- atau 13,06% dari total pagu anggaran. 

Realisasi belanja pegawai sampai dengan berakhirnya TA 2023 adalah sebesar 

Rp1.739.606.595,- atau 94,10% dari total pagu belanja pegawai. Sisa belanja pegawai 

sampai dengan berakhirnya TA adalah sebesar Rp109.096.405,- atau 5,9% dari total 

pagu belanja pegawai. Rincian pagu belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.4 - Realisasi Anggaran Belanja Pegawai DIPA BA 01 

2) Belanja Barang 

Pagu belanja barang pada DIPA BA 01 Pengadilan Agama Bengkayang TA 2023 adalah 

sebesar Rp1.012.615.000,- atau 7,2% dari total pagu anggaran. Realisasi belanja 

barang DIPA BA 01 sampai dengan berakhirnya TA 2023 adalah sebesar 

Rp1.012.583.077,- atau dianggap 100% dari total pagu belanja barang. Sisa belanja 

barang sampai dengan berakhirnya TA 2023 adalah sebesar Rp31.923,-. Rincian pagu 

belanja barang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Kode 
Akun 

Uraian Belanja 
Pagu awal 

(Rp) 
Pagu Revisi 

(Rp) 
Realisasi      

(Rp) 

Sisa 
(Rp) 

A Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 365.791.000 377.160.000 377.151.386 8.614 

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 307.351.000 318.720.000 318.711.386 8.614 

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 58.440.000 58.440.000 58.440.000 0 

B Langganan Daya dan Jasa 237.465.000 227.976.000 227.964.464 11.536 

Kode 
Akun 

Uraian Belanja 
Pagu Awal 

(Rp) 
Pagu (Revisi) 

(Rp) 
Realisasi 

(Rp) 
Sisa 
(Rp) 

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 617.246.000 732.869.000 706.219.260 26.649.740 

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 24.000 24.000 10.707 13.293 

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 82.642.000 63.608.000 63.605.958 2.042 

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 22.743.000 22.745.000 21.165.862 1.579.138 

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 28.140.000 28.140.000 21.280.000 6.860.000 

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 581.374.000 686.820.000 631.280.000 55.540.000 

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 127.127.000 72.210.000 72.208.788 1.212 

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 70.699.000 52.940.000 52.939.020 980 

511129 Belanja Uang Makan PNS 205.920.000 112.697.000 110.657.000 2.040.000 

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 64.188.000 10.290.000 10.290.000 0 

511157 Belanja Tunj. Kemahalan Hakim 48.600.000 66.360.000 49.950.000 16.410.000 

TOTAL 1.848.703.000 1.848.703.000 1.739.606.595 109.096.405 
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521111 
Belanja Keperluan Perkantoran Lisensi Video 
Conference dan Biaya Langganan Internet 

219.000.000 218.488.000 218.483.800 4.200 

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 4.800.000 1.080.000 1.080.000 0 

522112 Belanja Langganan Telepon 7.200.000 5.076.000 5.072.374 3.626 

522113 Belanja Langganan Air 5.400.000 2.424.000 2.420.390 3.610 

522141 Belanja Sewa Hosting Website dan Domain 1.065.000 908.000 907.900 100 

C Pemeliharaan Kantor 193.961.000 200.970.000 200.965.212 4.788 

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 95.766.000 95.766.000 95.766.000 0 

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 98.195.000 105.204.000 105.199.212 4.788 

D Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor 97.383.000 97.383.000 97.383.000 0 

521111 Belanja Keperluan Perkantoran Pakaian Kerja 23.907.000 23.907.000 23.907.000 0 

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 73.476.000 73.476.000 73.476.000 0 

E Pelantikan dan Sumpah Jabatan 3.975.000 1.135.000 1.135.000 0 

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.975.000 1.135.000 1.135.000 0 

F Koordinasi Ke Tingkat Banding 52.320.000 52.320.000 52.313.820 6.180 

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.320.000 52.320.000 52.313.820 6.180 

G Konsultansi ke KPPN/Kanwil DJPb/KPKNL 15.840.000 15.840.000 15.840.000 0 

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.840.000 15.840.000 15.840.000 0 

H Penanganan Covid 19 7.000.000 951.000 950.195 805 

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 7.000.000 951.000 950.195 805 

I Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc 38.880.000 38.880.000 38.880.000 0 

522141 Belanja Sewa 38.880.000 38.880.000 38.880.000 0 

Sub. Jumlah 1.012.615.000 1.012.615.000 1.012.583.077 31.923 

Tabel 4.5 - Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA BA 01 
 

c. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

Pagu belanja modal pada DIPA BA 01 Pengadilan Agama Bengkayang TA 2023 adalah 

sebesar Rp11.288.144.000,- atau 79,4% dari total pagu anggaran DIPA 01. Realisasi belanja 

modal sampai dengan berakhirnya TA 2023 adalah sebesar Rp11.288.139.000,- atau 

dianggap 100% dari total pagu belanja modal. Rincian pagu belanja modal dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Kode 
Akun 

Uraian Belanja 
Pagu awal 

(Rp) 
Pagu Revisi 

(Rp) 
Realisasi       

(Rp) 
Sisa 
(Rp) 

532111 
Belanja Modal Peralatan dan 
Mesin 

5.000.000 5.000.000 4.995.000 5.000 

533111 
Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan 

13.756.564.000 11.195.522.000 11.195.522.000 0 

TOTAL 13.761.564.000 11.288.144.000 11.288.139.000 5.000 

Tabel 4.6 - Realisasi Anggaran Belanja Modal DIPA BA 01 

 

d. Program Peningkatan Manajemen Peradilan 

Pagu belanja barang pada DIPA BA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI) sebesar Rp.109.000.000,-. Realisasi belanja barang sampai dengan 
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berakhirnya TA 2023 adalah sebesar Rp. 109.000.000,- atau 100 % dari total pagu belanja. 

Rincian realisasi belanja barang  dapat dilihat pada tabel berikut: 

Kode 
Akun 

Uraian Belanja 
Pagu              
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Sisa 
(Rp) 

521219 Pembebasan Biaya Perkara 15.000.000 15.000.000 0 

524113 Belanja Perjalanan Biasa 54.000.000 54.000.000 0 

522131 Belanja Jasa Konsultan 40.000.000 240.000.000 0 

TOTAL 109.000.000 109.000.000 0 

Tabel 4.7 - Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA BA 04 

e. Total Realisasi Anggaran 

Adapun realisasi anggaran secara keseluruhan baik Bagian Anggaran 01 dan 04 dapat 

dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :  

No. DIPA/ 
Tgl. DIPA 

BA 
Pagu Awal 

(Rp) 
Pagu Setelah Revisi 

(Rp) 
Realisasi 

(Rp) 
Sisa Anggaran 

(Rp) 

SP DIPA - 005.01.2.632039/2023 
tanggal 30 November 2022 

01 16.629.467.000 14.156.047.000 14.046.911.671 109.135.329 

SP DIPA - 005.04.2.632040/2023 
tanggal 30 November 2022 

04 109.000.000 109.000.000 109.000.000 0 

TOTAL PAGU 16.738.467.000 14.265.047.000 14.155.911.671 109.135.329 

Tabel 4.8 – Total Realisasi Anggaran 

Gambar 4.3 - Grafik Persentase Total Realisasi Anggaran 

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

1. Gedung dan Bangunan 

a. Gedung Kantor 

Saat ini Pengadilan Agama Bengkayang menempati gedung Eks. Kantor Arsip dan 

Perspustakaan Daerah Kabupaten Bengkayang. Gedung tersebut berstatus pinjam pakai 

dengan Alamat Jalan Basuki Rachmat Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang 

Kabupaten Bengkayang dengan luas tanah 2.345 M2 dan gedung 614 M2 . 

99,62

100,00

99,23

Total Keseluruhan

DIPA 04

DIPA 01

Persentase Total Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023
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Gambar 4.4 - Foto Gedung Pengadilan Agama Bengkayang sekarang  

 

2. Kendaraan Dinas 

Jumlah kendaraan dinas Pengadilan Agama Bengkayang adalah 8 (Delapan) unit 

dengan rincian sebagai berikut : 

 

No Kendaraan Roda 4 Kondisi 

(B/RR/RB) 

Kendaraan Roda 2 Kondisi 

(B/RR/RB) 

1. 1 B 7        7 B 

 

     

Tabel 4.9 – Rincian Kendaraan Dinas 

3. Lap Top, P.C. Unit, dan Printer 

 Berikut data Lap Top, P.C. Unit, dan Printer : 

Tabel 4.10 – Rincian Lap Top, PC Unit dan Printer 

 

No Lap Top* Kondisi 

(B/RR/RB) 

P.C. 

Unit* 

Kondisi 

(B/RR/RB) 

Printer* Kondisi 

(B/RR/RB) 

1. 25 5   RR 

20 B 

21 1   RB 

20 B 

13   1   RB 

12 B 
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a) Daftar Belanja Modal tahun 2023 

Berikut data belanja modal tahun 2023 pada Pengadilan Agama Bengkayang : 

No Nama Pengadaan Jumlah  

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

Pengadaan Meja Kerja Kayu 

Pengadaan Microphone 

Pengadaan Kursi Zeis 

Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 

Lainnya 

Pengadaan Kamera Digital 

Pengadaan Lap Top 

Pengadaan Printer (Peralatan Personal 

Komputer) 

Closed Circuit Television (CCTV) 

3 Unit 

1 Unit 

3 Unit 

2 Unit 

 

1 Unit 

3 Unit 

1 Unit 

 

1 Unit 

Tabel 4.11 – Data Belanja Modal Tahun 2023 

 

b) Penetapan Status Penggunaan 

Pada Tahun  2023 Pengadilan Agama Bengkayang telah dilakukan  

Penetapan Status Penggunaan BMN berupa :  

1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri   

     Keuangan R.I. Nomor 22/KM.6/KNL.1102/2023 (SK beserta Lampirannya  

     terlampir); dan 

2. Sampai Dengan Rp.100.000,- Per Unitnya Selain Tanah Dan/Atau Bangunan  

     dan Kendaraan Bermotor. Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah   

     Agung R.I. Nomor : 1123/SEK/SK.PL1.2/XI/2023 (SK beserta Lampirannya  

     terlampir). 

c) Tranfer Masuk Barang Milik Negara 

Transfer masuk Barang Milik Negara tahun 2023 dari Badan Urusan Administrasi 

Mahkamah Agung R.I.  dan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung R.I. adalah sebagai berikut : 

No Tanggal Transfer Nama Barang Jumlah (Unit) 

 
1. 
 
 

2. 
 
 

29 Mei 2023 
 
 

20 Juli 2023 
 

Scanner (Peralatan Personal 
Komputer) 

 
Lap Top 

 

 
1 
 
 

1 
 

Tabel 4.12. Data Tranfer Masuk BMN Tahun 2023 
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d) Transfer Keluar Barang Milik Negara 

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Bengkayang melakukan transfer keluar BMN 

ke Pengadilan Agama Singkawang sejumlah 61 unit barang dengan nilai sejumlah 

Rp.157.665.856,- (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan 

ratus lima puluh enam rupiah) sesuai dengan BAST Nomor : 2065/SEK.W14-

A8/PL1.2.5/XI/2023 (terlampir). 

e) Penghapusan Barang Milik Negara 

  Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Bengkayang tidak melakukan penghapusan 

BMN karena ijin penjualan dari Sekretaris Mahkamah Agung R.I. belum terbit. 

 

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI 

Demi pentingnya memelihara momentum sebuah reformasi birokrasi, maka 

implementasi teknologi informasi sangatlah diutamakan sesuai dengan Surat Keputusan 

Mahkamah Agung RI Nomor 033/KMA/SK/III/2011 tentang pembentukan tim 

pembaharuan peradilan dan Surat Keputusan Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang 

Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Sebagai tindak lanjut dari SK Ketua 

Mahkamah Agung RI tersebut Pengadilan Agama Bengkayang telah mengimplementasikan 

peradilan berbasis teknologi informasi dengan dukungan sumber daya sebagaimana 

berikut: 

SDM TI 
Perangkat Jaringan 

Internet 

Perangkat Keras Beserta 
Sistem Operasi 

Jenis Perangkat Jumlah Sistem Operasi 

2 Orang Iconplus Server 2 Buah Centos 7 

Tabel 4.13 Rekapitulasi Perangkat TI Penunjang SIPP dan eCourt 

 Implementasi E-Court 

Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Bengkayang telah menerima 92 Perkara 

yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court yang terdiri dari 45 perkara 

gugatan dan 47 perkara permohonan. Adapun rincian perkara tersebut sebagaimana 

gambar di bawah ini: 
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Gambar 4.5 – Perkara Gugatan yang diterima melalui e-court 

 

Gambar 4.6 – Perkara Permohonan yang diterima melalui e-court 

 

Adapun penanganan perkara e-Court tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Diterima 
Dicabut 

Diputus 
Sisa Pengguna 

Terdaftar 
Pengguna 
Lainnya 

Secara e-
litigasi 

Secara 
Biasa 

Jumlah 

3 89 1 48 44 92 0 
Tabel 4.14 Rekapitulasi Penanganan Perkara e-Court 
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 Implementasi SIPP 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi administrasi 

perkara yang dipergunakan untuk menyelesaikan proses perkara di Pengadilan Agama 

Bengkayang yang terhubung langsung ke dalam SIPP Mahkamah Agung RI. Di dalam 

implementasinya, seluruh operator mulai dari Ketua Pengadilan sampai dengan petugas 

penyerahan produk pengadilan telah menggunakan SIPP untuk seluruh proses 

administrasi perkara. Adapun rekapitulasi implementasi SIPP tersebut sebagaimana tabel 

di bawah ini. 

Sisa 
Tahun 
2022 

Masuk Minutasi 
Sisa Tahun 

2023 
Penanganan 

Perkara 
Versi SIPP 

Lokal 
Versi SIPP Web 

0 224 224 0 100% 5.3.1 5.3.1 

Tabel 4.15 Rekapitulasi Implementasi SIPP 

Untuk proses sinkronisasinya pun telah dilakukan secara rutin. Hasilnya cukup 

memuaskan, karena rasio penanganan perkara pada Pengadilan Agama Bengkayang 

tahun 2023 mencapai 100% (perbandingan antara perkara masuk dengan minutasi 

perkara). Adapun persentase tersebut di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

Gambar 4.7 - Persentase Rasio Penanganan Perkara Melalui SIPP  
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Selain itu, untuk kemudahan akses informasi perkara bagi para pihak, Pengadilan 

Agama Bengkayang telah mempublikasikan SIPP versi Web di alamat url (http://sipp.pa-

bengkayang.go.id) dan (http://sipp-mahkamahagung.go.id) yang secara rutin 

dilakukan sinkronisasi setiap hari. Berikut ini adalah tampilannya: 

 

Gambar 4.8 – SIPP web Pengadilan Agama Bengkayang 

http://sipp.pa-bengkayang.go.id/
http://sipp.pa-bengkayang.go.id/
http://sipp-mahkamahagung.go.id/




 

42 
 

A. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) 

Penguatan integritas melalui Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan 

WBBM sesungguhnya tidak terjadi dengan begitu saja. Internalaisasi nilai-nilai 

integritas dalam keseharian berkhidmat untuk masyarakat sedianya harus dibangun 

secara keberlanjutan, selain pula wajib adanya komitmen bersama dari semua unsur 

aparatur dalam instansi yang bersangkiutan. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 

merupakan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang 

bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan 

publik. Karenanya sebelum memulai memaparkan komitmen dalam Pembangunan 

Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, kami menilai perlu untuk pula 

menyampaikan bahwa sesungguhnya Pengadilan Agama Bengkayang bahkan sejeak 

2017 yang lalu telah memulai melakukan penataan kelembagaan melalui reformasi 

birokrasi dalam “pelayanan public” melalui APM. 

Pelayanan publik yang prima merupakan suatu keharusan bagi lembaga 

peradilan khususnya Pengadilan Agama Bengkayang dalam melayani para pihak 

untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Jaminan akan layanan yang cepat, 

transparan dan biaya ringan merupakan hal pokok yang ingin didapatkan para pihak 

sebagai wujud layanan yang prima. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Bengkayang telah menata 

pola pikir dan pola kerja guna peningkatan pelayanan salah satunya melalui 

akreditasi penjaminan mutu. 

Sebagai upaya dalam mempertahankan predikat “A Excellent” Sertifikasi 

Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) yang diraih pertama kali pada tahun 2017, 

Pengadilan Agama Bengkayang secara berkesinambungan terus memperbaiki kinerja 

untuk memberikan pelayanan terbaik baik terhadap kalangan eksternal maupun 

internal.  

 

 

Gambar 5.1 – Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu  
Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2017 
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Pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Bengkayang berhasil melalui Surveilance 

Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dengan mempertahankan nilai “A 

Excellent” setelah diadakan assessment eksternal surveillance pertama oleh TIM 

Assesor dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 16 s/d 17 

November 2018. 

Selanjutnya pada Tahun 2019, Pengadilan Agama Bengkayang kembali dapat 

mempertahankan predikat “A Excellent” setelah dilakukan Assesment eksternal 

Surveilance Kedua oleh TIM Assesor Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 

pada tanggal 31 Oktober 2020. 

Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Bengkayang berjuang lebih gigih lagi untuk 

mempertahankan predikat “A Excellent” Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Target 

yang ingin dicapai bukan hanya sekedar mendapatkan predikat tersebut, namun 

lebih dari itu mengimplementasikan akreditasi ke dalam usaha memodernisasi 

layanan melalui aplikasi-aplikasi baik yang dari Mahkamah Agung maupun buatan 

internal aparatur Pengadilan Agama Bengkayang yang ujungnya adalah 

meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat. Setelah melalui proses 

assessment oleh Tim Assesor eksternal Badilag MARI yang didahului dengan telusur 

dokumen kemudian observasi langsung ke Pengadilan Agama Bengkayang pada 

tanggal 15 November 2020, Pengadilan Agama Bengkayang dapat mempertahankan 

predikat “A Excellent” dalam surveillance ketiga Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) 

sesuai dengan surat Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor : 

3955/DjA.3/HM.00/11/2020 tentang Hasil Rapat Komite Keputusan Akreditasi 

Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020. 

Tahun 2021, Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) adalah kali ke 4 (empat) 

Pengadilan Agama Bengkayang untuk Kembali mempertahankan predikat A 

Excellent, pada tahun 2021 Pengadilan Agama Bengkayang kembali memperoleh 

predikat “A Excellent” sesuai dengan surat  Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor : 

060/DjA/2/2022 tanggal 14 Februari 2022. 

Pada tahun 2022, sesuai dengan surat Direktur Jendral Administrasi dan 

Pembinaan Badan Peradilan Agama Nomor : 4095/DjA.3/HM.00/9/2022 tentang 

Perubahan Kegiatan Assesment Akreditasi Penjamin Mutu (APM), maka penilaian 

pada tahun 2022 tidak dilakukan kembali. 
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2. Zona Integritas 

a. Latar Belakang 

Reformasi Birokrasi gelombang pertama pada dasarnya secara bertahap telah 

dilaksanakan Pemerintah sejak tahun 2004. Namun dalam perkembangan 

pelaksanaan reformasi gelombang pertama tersebut, reformasi di bidang birokrasi 

mengalami ketertinggalan dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi, dan 

hukum. Pada tahun 2004 tersebut, sejatinya pemerintah telah menegaskan kembali 

akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance 

yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan 

pelayanan prima kepada masyarakat. 

Memasuki tahun 2011, Pemerintah menargetkan seluruh Kementerian dan 

Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (Pemda) telah memiliki komitmen dalam 

melaksanakan proses Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2014 secara bertahap dan 

berkelanjutan, diharapkan kemudian K/L dan Pemda telah memiliki kekuatan untuk 

memulai proses tersebut, sehingga pada akhirnya nanti ketika di tahun 2025, 

birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan. 

Nah, dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang 

baik tersebut, maka Pemerintah memandang perlu dilakukannya Reformasi Birokrasi 

di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekaligus dibuatnya Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Karena itu kemudian pada tanggal 21 

Desember 2010 melalui regulasinya, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden 

Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi2010-2025. 

Reformasi Birokrasi yang dimaksud adalah berkaitan dengan ribuan proses 

tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan 

pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, Reformasi 

Birokrasi pun perlu menata ulang proses birokrasi dari tingkat (level) tertinggi hingga 

terendah dan melakukan terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-

langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar 

kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigma (a new 

paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa (business not as usual). Oleh karena itu, 

Reformasi Birokrasi Nasional perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi, 

memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan 
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daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan 

peran baru. Upaya tersebut membutuhkan suatu grand design dan road map 

Reformasi Birokrasi yang mengikuti dinamika perubahan penyelenggaraan 

pemerintahan sehingga menjadi suatu living document. 

Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah 

kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010-2025. 

Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand 

Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali 

dan merupakan rencana rinci Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan 

selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sedangkan 

Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 ditetapkan dengan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar dapat 

memiliki sifat fleksibilitas sebagai suatu living document. 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 

2010-2014 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 

tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi dan Permenpan Nomor: 

PER/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi 

Birokrasidi Lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. 

Dalam konteks Mahkamah Agung RI, Reformasi Birokrasi merupakan salah satu 

langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap 

sistem penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di 

bawahnya yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara 

cepat, tepat dan profesioanl dalam mewujudkan clean government dan good 

governance menuju aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya 

yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya 

kapasitas dan akuntabilitas kinerja.  

Dalam perjalanannya terdapat kendala yang dihadapi di antaranya adalah 

penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. 

Guna menghilangkan perilaku penyimpangan aparatur tersebut telah dilakukan 

langkah-langkah startegis melalui Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 
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Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birikrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan 

penetapan satuan kerja (satkert) untuk diusulkan WBK/WBBM. 

Mahkamah Agung menilai dalam rangka Pembangunan Zona Integritas pada 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya perlu dikoordinasikan secara 

integrasi melalui mekanisme yang ditetapkan dalam Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas menuju WBK dan WBBM pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di 

bawahnya. Selain juga perlu adanya penyelarasan instrument Zona Integritas dengan 

instrument akreditasi, sertifikasi ISO, system akreditasi penjaminan mutu, system 

manajemen anti penyuapan, audit kinerja dan integritas serta evaluasi reformasi 

birokrasi untuk menyederhanakan pada indikator proses dan indikator hasil yang 

lebih fokus dan akurat sesuai kondisi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di 

bawahnya sehingga dapat diterapkan secara lebih mudah dan terintegrasi. Untuk 

mengkongkritkan penilaian tersebut kemudian pada tanggal 28 Maret 2019 Ketua 

Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. 

b. Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Bengkayang 

Pengadilan Agama Bengkayang yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama 

dalam lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, 

tepatnya Badan Peradilan Agama, pun menyambut dengan serius gayung yang 

dilempar oleh Mahkamah Agung dalam upaya membangun Zona Integritas menuju 

WBK dan WBBM pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya tersebut. 

Bahkan tahapan awal dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM 

telah Pengadilan Agama Bengkayang lakukan tiga bulan sebelum Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 lahir. Pada tanggal 

21 Januari 2019 dengan disaksikan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 

(Forkopimda) Kabupaten Bengkayang dan para insan pers (massmedia) lokal, 

Pengadilan Agama Bengkayang telah melakukan “Pencanangan Pembangunan Zona 

Integritas menuju WBK dan WBBM”. Sesaat setelah itu, masih di hari dan tanggal 

yang sama kemudian seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan Agama Bengkayang 

pun melakukan “Penandatangan Pakta Integritas”. 
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Usai melakukan Pencanangan dan Penandatangan Pakta Integritas, -berbekal 

semangat, kerjasama dan komitmen bersama-, maka kemudian secara konsisten 

Pengadilan Agama Bengkayang mengeksekusi perencanaan (baca: Pencanangan) 

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, yakni dengan melakukan 

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Dengan komitmen bersama, 

Pengadilan Agama Bengkayang secara konsisten berupaya melakukan internalisasi 

dan implementasi nilai-nilai integritas dan nilai-nilai yang mendukung terwujudnya 

Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Bengkayang khususnya. 

Walhasil proses memang tidak akan mengkhianati hasil. Benar saja buah dari 

konsistensi membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM akhirnya 

Pengadilan Agama Bengkayang diganjar dengan perintah untuk mengkuti penilaian 

oleh Tim Penilai Internal (TPI) Mahkamah Agung RI sebelum kemudian akan dinilai 

pula oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kemenpan RB RI.  

Setelah Pengadilan Agama Bengkayang lolos dalam penilaian TPI, kemudian 

melalui Surat Nomor 1081/SEK/OT.01.1/7/2020 tentang Usulan Unit Kerja 

Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 

(WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Bengkayang diusulkan 

oleh Sekretaris Mahkamah Agung untuk dilakukan Desk Evaluasi Pembangunan Zona 

Integritas. Bak gayung bersambut, usulan dari Sekretaris Mahkamah Agung tersebut 

direspon oleh Kemenpan RB RI melalui Surat Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, 

Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/158/PW.03/2020 tanggal 3 

November 2020 perihal Pelaksanaan Desk Evaluasi Zona Integritas Tahun 2020.  

Akhirnya pada tahun 2020 berdasarkan Surat Edaran Plt. Sekretaris Mahkamah 

Agung RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Desk Evaluasi Pembangunan 

Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di 

bawahnya, Lampiran I No. urut 63 Kelas J, tanggal 12 November 2020 pukul 08.00 - 

09.00 WIB, Pengadilan Agama Bengkayang diperintahkan untuk mengikuti Desk 

Evaluasi dengan Kemenpan RB RI. Akan tetapi memang nasib baik belum memihak 

kepada Pengadilan Agama Bengkayang. Ibarat main di final, ternyata betapapun 

Pengadilan Agama Bengkayang telah sampai pada tahap Desk Evaluasi, namun 

Pengadilan Agama Bengkayang belum dianggap sanggup memegang amanah 

predikat “WBK” oleh Kemenpan RB RI. 
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Pada tahun 2021 meski berdasarkan ketentuan yang digariskan oleh Dirjen 

Badilag melalui Suratnya Nomor 323.DJA/HM.00/1/2021 tanggal 29 Januari 2021 

perihal Usul Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di lingkungan 

Peradilan Agama Tahun 2021, sesungguhnya masuk dalam kategori ketentuan-

ketentuan yang dipersyaratkan akan tetapi pada tahun 2021 ini Pengadilan Agama 

Bengkayang tidak termasuk satker yang akan dilakukan penilaian oleh TPI Mahkamah 

Agung. 

Berdasarkan Penilaian Mandiri sesungguhnya Pengadilan Agama Bengkayang 

sudah memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu: 

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) 99,87 dengan nilai minimal pengungkit 

adalah 75 

2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit 

3. Komponen Survei Persepsi Anti Korupsi sebesar 98%, dan sub komponen 

Persentasi TLHP sebesar 100% 

4. Komponen Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 94% 

5. Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu berpredikat “A”. 

6. Nilai AKIP BB   

Pada tahun 2022 merespon Surat Ketua PTA Pontianak Nomor W14-

A/657/HM.00/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 perihal Usul Penilaian Pembangunan 

Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2022, akhirnya pada tanggal 22 Maret 

2022 Pengadilan Agama Bengkayang mengirimkan LKE Zona Integritas Pengadilan 

Agama Bengkayang dan TLHP yang telah ditindaklanjuti. Akan tetapi meski pada 

tahun 2022 tersebut, Pengadilan Agama Bengkayang termasuk salah satu satker 

yang dilakukan survey oleh Bawas Mahkamah Agung namun ternyata Pengadilan 

Agama Bengkayang kembali tidak masuk dalam tahap Desk Evaluasi. 

Pada tahun 2023, sesungguhnya Pengadilan Agama Bengkayang telah 

mengindahkan bahkan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan instruksi Dirjen 

Badilag melalui Suratnya Nomor 648/DJA/OT.00/2/2023 tanggal 22 Februari 2023 

perihal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas dan Pengusulan Satuan Kerja 

WBK/WBBM jo. Surat Nomor 840/DJA/OT.00/3/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal 

Tidak lanjut Penilaian Mandiri. Bahkan kemudian pada tanggal 14 s.d 15 Maret 2023 

dengan difasilitasi oleh PTA Pontianak, bersama dengan Pengadilan Agama se-
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Kalimantan Barat, Pengadilan Agama Bengkayang mengikuti Pendampingan dan 

Evaluasi/Penilaian Mandiri atas Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM oleh Bawas Mahkamah Agung RI. Namun ternyata Pengadilan Agama 

Bengkayang tidak termasuk satker yang dipilih oleh PTA untuk dilakukan penilaian 

oleh TPI yaitu Bawas Mahkamah Agung. 

Perlu disampaikan bahwa dari uraian di atas sesungguhnya selama dalam kurun 

waktu empat tahun terakhir, secara konsisten Pengadilan Agama Bengkayang selalu 

komitmen untuk memparipurnakan Pembangunan Zona Integritas Menuju 

WBK/WBBM. Bahkan sebagaimana telah dijelaskan di atas, pada tahun 2019 

Pengadilan Agama Bengkayang telah sampai pada tahap Desk Evaluasi oleh 

Kemenpan RB. Tapi memang Nasib baik belum berpihak kepada Pengadilan Agama 

Bengkayang. 

Meskipun pada tahun 2023 Pengadilan Agama Bengkayang belum memperoleh 

predikat WBK, namun Pengadilan Agama Bengkayang selalu berupaya semaksimal 

mungkin untuk melaksanakan pembangunan zona integritas, membangun komitmen 

dan menginternalisasikannya kepada semua aparaut Pengadilan Agama Bengkayang 

maupun stakeholder eksternal serta melengkapi setiap eviden diperlukan untuk 

memenuhi nilai pengungkit dan nilai hasil dalam LKE Pembangunan Zona Integritas 

Menuju WBK/WBBM. Selain itu Pengadilan Agama Bengkayang juga melakukan 

tindak lanjut atas setiap temuan dari pengawasan (TLHP) serta memberikan 

pelayanan maksimal agar memperoleh hasil survei yang optimal. Berharap semoga 

dengan terpenuhinya nilai pada dokumen Pembangunan Zona Integritas di tahun 

2023 maupun di triwulan pertama tahun 2024 nanti, kemudian Pengadilan Agama 

Bengkayang tidak hanya menjadi penonton satker yang mengangkat tropi predikat 

WBK, akan tetapi Pengadilan Agama Bengkayang menjadi bagian dari satker yang 

menerima Tropi WBK tersebut. Semoga. 

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program 

pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan memangkas birokrasi 

pelayanan serta sebagai upaya mencapai good governance/pemerintahan yang baik. 
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Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau lembaga Pemerintah di Indonesia 

terus ditingkatkan dan dipermudah. Saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran 

Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan 

menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut “PTSP”). Melalui PTSP ini Mahkamah Agung 

ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses 

pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen 

dilakukan di dalam satu tempat sebagai wujud keseriusan Mahkamah Agung dan 

jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut. 

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai salah satu 

direktorat yang ada di Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan 

surat Keputusan diberlakukannya dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 

Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 

lingkungan Peradilan Agama. 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan 

yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan 

tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. 

Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar 

berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan 

aksesibilitas. 

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk:  

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan; 

2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, 

nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini 

merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan 

kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh 

lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Berikut adalah data implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan 

Agama Bengkayang: 
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 Capaian Implementasi PTSP 

Penempatan 
dan Desain 

PTSP 

Fasilitas 
PTSP 

Sarana 
Penunjang 

PTSP 

Layanan 
Inti PTSP 

Layanan 
Pendukung 

PTSP 

Prosedur 
Layanan 
Dalam 
PTSP 

Performa 
Petugas 

PTSP 

Capaian 
Akhir 

Kategori Kendala yang 
dihadapi 

PA Bengkayang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % A Gedung 
masih status 
pinjam pakai 
dari PEMDA 
Bengkayang 
dan belum 
memiliki 
gedung 
sendiri 

Tabel 5.1 Capaian Implementasi PTSP 

 

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK 

Selain itu Pengadilan Agama Bengkayang juga mempunyai inovasi-inovasi 

dalam pelayanan publik di antaranya adalah: 

a) Inovasi Berbasai Layanan 

1) Akses Internet/ WiFi Gratis 

Pada Pengadilan Agama Bengkayang telah tersedia akses Internet gratis 

untuk para pengunjung/pihak berperkara.  

 

 

 

 

Gambar 5.2 – Kode Akses Wifi Gratis 

 

 

2) Charger Box 

Salah satu bentuk pelayanan publik Pengadilan Agama Bengkayang lainnya 

yakni Charger Box. Kegunaannya bagi para pihak ialah memberikan kemudahan 

untuk melakukan pengisian baterai smartphone/tablet. Mengingat jangka waktu 

proses pendaftaran perkara/persidangan kadang kala membutuhkan waktu yang 

lama (tergantung jumlah antrian), para pihak tidak perlu pulang ke rumah untuk 

melakukan pengisian baterai smartphone/tablet karena telah disediakan di 

Pengadilan Agama Bengkayang.  
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Gambar 5.3 - Charger Box Pengadilan Agama Bengkayang 

b) Inovasi Berbasi Aplikasi 

1) ATP 

Adalah aplikasi manajemen surat masuk berbasis aplikasi web, dimana 

setiap surat yang masuk akan didata oleh admin, lalu dapat didisposisikan 

langsung oleh pimpinan kepada Pejabat yang bersangkutan. 

 

Gambar 5.4 – Aplikasi ATP 

 
2) KASIPUAS 

Merupakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadilan Agama 

Bengkayang. Aplikasi ini adalah aplikasi survey kepuasan masyarakat secara 

elektronik, berbasis web. Para pihak pengguna layanan pada Pengadilan Agama 

Bengkayang dapat mengakses langsung aplikasi ini pada computer / PC yang 

telah disediakan pada ruang PTSP atau dapat mengakses secara online dari 

mana saja dengan mengakses alamat yang telah diberikan. Saat ini aplikasi 

kasipuas juga dalam pengembangan ke tahap aplikasi berbasis android / cellular. 
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Gambar – 5.5 Tampilan halaman utama aplikasi KASIPUAS 

 
Gambar  5.6 Tampilan Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat  

Aplikasi KASIPUAS 

Namun sejak triwulan II tahun 2023 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta 
instruksi Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Nomor W14-
A8/797/HM.01.1/IV/2023 tanggal 4 April 2023 penggunaan aplikasi KASIPUAS 
sebagai layanan survei di Pengadilan Agama Bengkayang dihentikan. Untuk 
penghimpunan survei selanjutnya menggunakan aplikasi e-Survey Badilag secara 
terpusat, aplikasi ini tidak hanya menghimpun Survei Persepsi Kualitas Layanan 
(SPKP) namun juga menghimpun Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).  
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Gambar  5.7 Tampilan Depan Aplikasi e-Survey Badilag 

 

Gambar  5.8 Tampilan Isian Survei Pada Aplikasi e-Survey Badilag 

 

3) AJURLA (Aplikasi Jurnal Layanan) 

Aplikasi ini merupakan aplikasi perekam data / jurnal layanan yang 

diberikan oleh Pengadilan Agama Bengkayang kepada Pemohon Informasi atau 

para Pencari Keadilan, aplikasi ini dapat merekap data untuk selanjutnya di cetak 

sebagai laporan. Laporan dapat di cetak menurut tanggal, bulan dan tahun yang 

diperlukan. 
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Gambar 5.9  – Tampilan AJURLA 

 

 
Gambar 5.10 - Tampilan Hasil Cetak Laporan Ajurla 

 

 
Gambar 5.11 – Tampilan Fitur MONSATKER pada Aplikasi Ajurla 



 

56 
 

 

Pada tahun 2021 terdapat update pada Aplikasi Ajurla, yaitu penambahan 

fitur MONSATKER (Monitoring Kinerja Satuan Kerja). Pada fitur baru ini satuan 

kerja dapat dengan cepat mengakses laporan : 

1. Perkara putus per perkara. 

2. Perkara putus. 

3. Perkara putus per jenis perkara. 

4. Mediasi. 

5. FaKtor penyebab perceraian. 

 

4) Layanan Antrian Prioritas 

Layanan ini adalah merupakan sebuah bentuk layanan khusus yang 

ditujukan bagi kelompok rentan yang terdiri dari Orang Lanjut Usia, Penyandang 

Disabilitas, Ibu Hamil/Membawa anak kecil dan Korban Bencana Alam yang 

bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan kepada pencari 

keadilan tersebut yang merupakan kelompok rentan agar urusan atau masalah 

yang mereka hadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. 

 
Gambar 5.12 – Tampilan Isian Layana Antrian Prioritas 

 
 

5) Si-Tirtana  

Sistem Informasi Tata Laksana, merupakan aplikasi, notifikasi informasi 

otomatis berbasis mobile, melalui aplikasi whatsapp. Metode infromasi yang 
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disampaikan menggunakan 2 metode yaitu, automatic by system dan by request. 

Berbagai informasi dapat diakses dan diberikan oleh sitirtana diantaranya 

adalah: 

1. Informasi Akta Cerai 

2. Infromasi Sisa Panjar 

3. Informasi Perkara 

4. Informasi Prosedur Berperkara 

5. Informasi Pengaduan 

 

 

Gambar 5.13 – Brosur Aplikasi Si-Tirtana 

 

6) SIBayang 

Dimana perkembangan aplikasi sitirtana yang mendapatkan upgrade 

notifikasi intern/internal secara otomatis oleh sistem. Notifikasi tersebut 

merupakan notifikasi reminder yang berhubungan dengan aplikasi SIPP, seperti 

notifikasi 3 Hari sebelum sidang kepada majelis hakim, notifikasi e-doc bas 

kepada Panitera Pengganti, notifikasi e-doc relaas kepada juru sita. Pada bulan 

Mei tahun 2022, dilakukan penambahan fitur SIBAYANG berupa notifikasi 

otomatis tentang penggunaan panjar biaya perkara yang diterima oleh Majelis 

Hakim dan Panitera Pengganti  yang mengadili perkara terkait, serta Para Pihak 

yang berperkara selaku Penggugat maupun Pemohon.  
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Gambar 5.14 – Tampilan Depan Aplikasi Si-Bayang 

 

 
Gambar 5.15 – Notifikasi yang dikirimkan oleh SI-Bayang 

 

7) Silakan 

Sistem Informasi Layanan Arsip Kepaniteraan, merupakan sistem informasi 

arsip digital untuk kepaniteraan. Aplikasi ini bertujuan agar tata kelola arsip 

perkara pada Pengadilan Agama Bengkayang semakin rapih, terdata digital, 

dapat dengan cepat di tracing. 
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Gambar 5.16 – Sistem Informasi Layanan Arsip Kepaniteraan 

 
8) SI-CINTA 

Sistem Informasi Cuti Untuk Kita, merupakan sistem aplikasi cuti secara 

online, aplikasi ini memanfaatkan teknologi google form, dimana para pegawai 

Pengadilan Agama Bengkayang, dapat mengajukan cuti langsung secara 

elektronik dan akan mendapat data ter-update tentang sisa cuti, jenis cuti yang 

akan dipakai dan apabila mengajukan cuti, setelah terkirim maka akan otomatis 

sampai dan terdapat notifikasi ke email atasan langsung dan bagian 

kepegawaian.  

 
Gambar 5.17 – Tampilan Aplikasi SI-CINTA 
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9) SIDARE (Sistem Pendaftaran Akun E – Court Perseorangan)  

Sidare adalah aplikasi dalam membantu pihak berperkara untuk 

memperoleh akun pengguna lain dalam proses beracara secara elektronnik di 

Pengadilan Agama Bengkayang. 

 
Gambar 5.18 – Tampilan Aplikasi SIDARE 

 
 

10) PUSAKE (Pusat Layanan Informasi dan Konsultasi Elektronik)  

Pusake adalah sarana aplikasi yang disediakan bagi pihak berperkara dan / 

atau masyarakat pada umumnya berupa layanan chat dan call center berbasis 

whatsApps, guna memperoleh informasi mengenai eksistensi Pengadilan Agama 

Bengkayang dalam layanan informasi dan seputar keperkaraan dalam layanan 

konsultasi. 

 
Gambar 5.19 – Tampilan Aplikasi PUSAKE pada Website Satker 
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11) SIHISAB (Aplikasi Menghitung Sendiri Angka Biaya Perkara) 

Sihisab adalah aplikasi yang dapat membantu masyarakat untuk 

mengetahui panjar biaya perkara dalam proses beracara di Pengadilan Agama 

Bengkayang sesuai dengan klasifikasi perkara yang hendak didaftarkannya. 

 
Gambar 5.20 – Tampilan Aplikasi SIHISAB 

12) BETUA (Buku Tamu Elektronik Terintegrasi Camera) 

Betua adalah aplikasi register elektronik terhadap tamu yang berkunjung 

di Pengadilan Agama Bengkayang.  

 

Gambar 5.21 – Tampilan Aplikasi BETUA 

 

13) SIPEDAS (Aplikasi Penginputan Data Saksi) 

Sipedas adalah aplikasi pendataan saksi yang dihadirkan pihak berperkara 

dalam proses pemeriksaan perkaranya di Pengadilan Agama Bengkayang. 
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Gambar 5.22 – Tampilan Depan Aplikasi SIPEDAS 

 

 
Gambar 5.23  – Daftar Pihak Dalam Register Data Saksi 

14) SIBAKUM (Sistem Blangko Posbakum) 

Sibakum adalah aplikasi yang disediakan sebagai sarana petugas Posbakum 

dalam membuat dokumen surat permohonan / surat gugatan yang terintegrasi 

dengan aplikasi SIPP Pengadilan Agama Bengkayang. 

 
Gambar 5.24 – Tampilan Aplikasi SIBAKUM 
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c) Inovasi Berbasis Kerja Sama 

1) BRC- Mobile (Bengkayang Religious Court Mobile)  

BRC – Mobile adalah inovasi berupa layanan informasi dan konsultasi, pembuatan 

dokumen hukum, pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara dan pengembalian 

sisa panjar, serta penyerahan produk pengadilan, yang dilakukan di luar Gedung Kantor 

Pengadilan Agama Bengkayang, untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan di 

lingkup Kabupaten Bengkayang mendapatkan akses layanan hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Gambar 5.25 – Petugas Memberikan Layanan Melalui Inovasi BRC 

 

2) SIPEMANDU (Sistem Pembaharuan Status Kependudukan Terpadu) 

Inovasi yang bekerja sama dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Bengkayang ini merupakan inovasi yang dimaksudkan untuk 

mempermudah para pencari keadilan yang telah paripurna pemeriksaan perkaranya di 

Pengadilan Agama Bengkayang dalam pembaharuan data kependudukannya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.26 – Petugas Menyerahkan Berkas yang telah diperbaharui 
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A. INTERNAL 

Pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar 

pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan 

balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, 

menentukan dan mengukur serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Peranan 

pengawasan sebagai upaya penyeimbang kekuasaaan kehakiman yang merdeka dalam 

rangka peningkatan kinerja peradilan sangatlah perlu dalam suatu organisasi peradilan 

khususnya dalam hal ini Peradilan Agama. 

Pengawasan (controlling) memiliki relevansi dengan cita-cita keselamatan. Dalam suatu 

organisasi, pengawasan merupakan bagian dari unsure manajemen yang menjadi satu  

kesatuan yang tidak terpisahkan tetapi hanya dapat dibedakan dalam kajian fungsi dan 

kewenangan yang didefinisikan sebagai suatu proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh 

kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan/disepakati seluruhnya.  

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan 

mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana 

mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. 

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri 

yang mencakup dua jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan 

fungsional. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menyebutkan bahwa 

Ketua Pengadilan pada semua tingkat wajib melakukan pengawasan dan pembinaan 

terhadap aparat peradilan, antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku tenaga 

teknis maupun non teknis di daerah hukumnya, selain itu Ketua Pengadilan Tinggi Agama di 

daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di Tingkat 

Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan 

sewajarnya. 

Untuk melaksanakan pengawasan internal yang diamanatkan oleh Undang Undang 

dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut, dilakukan pengawasan secara 
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berkala dan terstruktur baik langsung oleh pimpinan, atasan langsung, serta pengawasan 

yang dilakukan oleh Hawasbid terhadap kinerja aparatur Pengadilan Agama Bengkayang. 

Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan 

Agama Bengkayang Nomor : W14-A8/86/PS.01/I/2022, tanggal 03 Januari 2022, kemudian 

beberapa kali diubah karena ada promosi dan mutasi Pimpinan Pengadilan Agama 

Bengkayang, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkayang 

Nomor: W14-A8/1884/PS.01/XII/2022, tanggal 09 Desember 2022, Pengawasan Internal 

mencakup bidang-bidang sebagai berikut: 

1. Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan; 

2. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara; 

3. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan; 

4. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum dan 

5. Kinerja Pelayanan Publik. 

Hakim Pengawas Bidang tersebut telah melaksanakan pengawasan sesuai bidangnya 

masing-masing setiap 3 bulan sekali yang hasilnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan 

Agama Bengkayang melalui Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkayang sebagai koordinator 

pengawasan untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti dan selanjutnya hasil evaluasi dan tindak 

lanjut tersebut dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Susunan Hakim Pengawas 

Bidang (HAWASBID) Pengadilan Agama Bengkayang  adalah sebagai berikut : 

NO NAMA/NIP JABATAN 

1. 
 
 

2. 
 
 
 

Miftahul Arwani, S.H.I. 
NIP.198201202009121002 
 
RIKI DIAN SAPUTRA, S.H.I. 
NIP.19880310 201712 1 002 
 
 

Koordinator Pengawasan / Hakim Pengawas 
Bidang Administrasi Perkara, Administrasi 
Persidangan dan Pelaksanaan Putusan 
Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan  
dan Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum 
dan Kinerja Pelayanan Publik  
 

Tabel 6.1 - Susunan Hakim Pengawas Bidang 

 

Pengawasan terhadap Kinerja Pegawai juga sangat ditekankan oleh Ketua Pengadilan 

Agama Bengkayang, dengan dikeluarkannya surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama 

Bengkayang Nomor : W14-A8/1847/KP.04.6/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang 

Penetapan Susunan Tim Penanggung Jawab Audit Kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama 

Bengkayang. Tim penanggung jawab Audit Kinerja yang ditunjuk telah melaksanakan 

tugasnya serta melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang untuk 
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diadakan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka peningkatan Kinerja pegawai. Adapun 

susunan Tim Penanggung Jawab Audit Kinerja Pengadilan Agama Bengkayang sebagai 

berikut : 

NO NAMA/NIP JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

Sobari, S.H.I. 
NIP. 19830602 200704 1 001 
Miftahul Arwani, S.H.I. 
NIP. 198201202009121002 
AKMAL, S.Ag. 
NIP. 19690119 199903 1 003 
HENDRA TIRTANA, S.H.I., M.A. 
NIP. 19820802 200805 1 001 
Seluruh Pegawai 

Ketua 
 

Wakil Ketua 
 

Panitera 
 

Sekretaris 
 
- 

Penanggung jawab 
 

Ketua 
 

Sekretaris 
 

Wakil Sekretaris 
 

Anggota 

Tabel 6.2- Susunan Tim Penanggung Jawab Audit Kinerja 

 

Selain pengawasan internal yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang, juga 

dilakukan pembinaan dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi 

Agama Pontianak. Pada Tahun 2023, Tim Hatibinwasda (Hakim Tinggi Pembinaan dan 

Pengawasan Daerah) Pengadilan Tinggi Agama Pontianak melakukan pengawasan di 

Pengadilan Agama Bengkayang sebanyak 1 (satu) kali. Pada tanggal 29 s.d. 31 Mei 2023, Tim 

pengawas eksternal yang diketuai oleh H. Imaluddin, S.H., M.H. (Hakim Tinggi/Ketua Tim) 

didampingi Renny Susanti, S.Ag.  (Panitera Muda Banding/Anggota) dan Rika Darmika 

(Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda/Anggota)  

Gambar 6.1 – Foto Bersama Tim HATIBINWASDA PTA Pontianak 
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Terkait dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System), Pengadilan Agama 

Bengkayang telah melakukan sosialisasi tentang penanganan pengaduan melalui aplikasi 

SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) Mahkamah Agung RI. 
 

B. EVALUASI 

Terhadap temuan-temuan hasil pengawasan internal dan eksternal telah dievaluasi 

dan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan-perbaikan serta penyempurnaan, kecuali 

terhadap hal-hal yang upaya tindaklanjutnya menghadapi kendala di luar kemampuan 

Pengadilan Agama Bengkayang. 

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran 

kode etik yang dilakukan oleh Hakim, Panitera, Jurusita dan Pegawai melalui aplikasi SIWAS 

(Sistem Informasi Pengawasan) Mahkamah Agung RI, Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh 

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI maupun yang didelegasikan ke Pengadilan Tinggi 

Agama Pontianak akan melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut sesuai dengan Perma 

Nomor 9 Tahun 2016. Dan hingga akhir tahun 2023 ini, belum ada laporan pengaduan yang 

masuk ke Pengadilan Agama Bengkayang. 
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1. KESIMPULAN 

Secara garis besar kegiatan/program yang tertuang dalam Program Kerja Pengadilan 

Agama Bengkayang Tahun 2023 maupun kegiatan yang insidentil sudah terlaksana secara 

proporsional dan maksimal, akan tetapi ada beberapa kendala dan hambatan baik yang 

sifatnya internal maupun eksternal, antara lain : 

1. Pengadilan Agama Bengkayang pada tahun 2023 memperoleh belanja modal 

pembangunan gedung kantor yang dilaksanakan secara multiyears hingga tahun 

2024, namun demikian jumlah SDM Pengadilan Agama Bengkayang hingga akhir 

tahun 2023 sangat kurang karena minus Kasubbag Kepegawaian Ortala dan 

Kasubbag PTIP sehingga pelaksanaan kinerja kantor menjadi tidak maksimal.  

2. Dukungan Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Bengkayang telah berjalan 

optimal walaupun terkadang terdapat kendala eksternal dalam jaringan internet dan 

sering mati lampu sehingga mengganggu dalam memberikan layanan prima kepada 

masyarakat. 

3. Kendaraan dinas roda empat yang cuma 1 buah dengan perolehan pada tahun 2007 

(16 tahun) dan dipergunakan untuk kendaraan dinas jabatan Ketua sekaligus 

operasional kantor yang terkadang ketika ada penggunaan mobil dinas untuk 

memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dengan terjun ke lokasi 

pelaksanaan kegiatan, layanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal.  

2. REKOMENDASI 

Untuk lebih meningkatkan kinerja maupun mutu Peradilan Agama Bengkayang 

sebagaimana yang dicanangkan Mahkamah Agung RI dalam Reformasi Birokrasi, maka 

perlu diupayakan: 

1. Penambahan jumlah pegawai secara proporsional dan profesional baik tenaga Teknis 

Yudisial maupun Non Teknis Yudisial agar tidak terjadi rangkap jabatan; 



  

69 

2. Anggaran sarling (Sarana Lingkungan), pagar dan AC Central serta Interior yang masih 

belum masuk dalam anggaran pembangunan gedung kantor agar dapat segera 

direalisasikan pada tahun 2024 dan selambat-lambatnya pada tahun 2025.  

3. Peremajaan dan/ atau pengadaan kendaraan dinas roda 4 untuk pimpinan (Ketua dan 

Wakil Ketua). 

4. Pengadaan sarana dan prasarana kendaraan dinas roda 4 (empat) guna untuk 

operasional. 

5. Pengadaan Genset untuk mengantisipasi listrik padam sehingga menghambat 

pemberian layanan kepada masyakarat. 

6. Perlu diadakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan bagi pejabat struktural dan 

fungsional. 

7. Perlu diadakan pelatihan dan bimbingan teknis baik bagi tenaga teknis maupun non 

teknis untuk peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). 

 



 
 

 
 

NOMOR : W14-A8/920/KP.04.6/V/2023 
 
 
 

T IM PENYUSUNAN  

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023 

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG 

  

PEMBINA/PENGARAH 
Sobari, S.H.I.  

(Ketua Pengadilan Agama Bengkayang) 
 

KETUA TIM 
Miftahul Arwani, S.H.I.  

(Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkayang) 
 

KOORDINATOR KESEKRETARIATAN 
Hendra Tirtana, S.H.I., M.A.  

(Sekretaris Pengadilan Agama Bengkayang) 
 

ANGGOTA 
Dodi Somawijaya, A.Md.  

(Kasubbag Umum dan Keuangan/ Plt. 
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan) 

Suci Lestari A.Md., Lib.  
(Bendahara Pengeluaran/ Plt. Kasubbag 

Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana) 
Ade Yuliansyah 

(PPNPN Pengadilan Agama Bengkayang) 
 

KOORDINATOR KEPANITERAAN 
Akmal, S.Ag. 

(Panitera Pengadilan Agama Bengkayang) 
 

ANGGOTA 
Syarif Firdaus, S.H.I.  

(Panitera Muda Hukum) 
Iliyansyah, S.E.I.  

(Panitera Muda Gugatan) 
Muhammad Nur, S.H., M.H.  

(Panitera Muda Permohonan) 
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